
SALINAN
PERATURAN BERSAMA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 16 TAHUN 2014
NOMOR: 16 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2OI3 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2OI3 tentang
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya,
perlu ditetapkan Peraturan Bersama Kepala Lembaga
Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Mengingat
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun Lgg4 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun L994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5I2L);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang

Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOO Nomor L94, Tambahan kmbaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor I22, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 43321;

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 195, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016)'

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5a6\;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4OL7l,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 92, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a193);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 1 Tahun 2OO0 tentang

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

3.

4.

5.

6.
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7.

198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 63 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L64, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 164|-;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLO Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2OIl tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OtI Nomor I2L,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5258);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2OL2 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

1 1. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 20 13 tentang

Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1271;

L2. peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OI3 Nomor 128);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun

2OL3 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan

8.

9.

10.
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Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2OI3 Nomor 1342);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI

NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45

TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS

KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITI{YA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang untuk selanjutnya disingkat

menjadi PNS adalah warga negara Indonesia yang

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

menduduki jabatan Pemerintahan.

2. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan

fungsional tertentu yang mempunyai trrgas, tanggungiawab,

dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis

kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.

3. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama adalah

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Pertama

sebagaimana diatur dalam Peraturan Mentert

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan

Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya'

4. Jabatan Fungsional Analis Kebdakan Ahli Muda adalah

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda sebagaimana

diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
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5.

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis
Kebijakan dan Angka Kreditnya.

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya adalah

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Madya sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

45 Tahun 2OL3 tentang Jabatan Fungsional Analis

Kebijakan dan Angka Kreditnya.

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama adalah

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Utama sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis

Kebijakan dan Angka KreditnYa.

Analis Kebijakan adalah PNS yang diberikan tugas,

tanggungiawab, d.an wewenang untuk melaksanakan kajiart

dan analisis kebijakan di lingkungan instansi Rrsat dan

Daerah.

Kajian dan Analisis Kebijakan adalah kegiatan mengkaji

dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-

prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, elisiensi

dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dx,latau
menyelesaikan masalah-masalah publik.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan

danlatau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus

dicapai oleh Analis Kebijakan dalam rangka pembinaarL

dan pengembangan karier yang bersangkutan.

10. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis

Kebijakan yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah tim

yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja

Analis Kebijakan.

1 1. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yrrg
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan

6.

7.

8.

9.
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manajemen PNS di instansi pemerintah Rrsat dan Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan adalah pengangkatan PNS ke dalam Jabatan
Fungsional Analis Kebijakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Pembebasan adalah pembebasan sementara dari Jabatan
Fungsional Analis Kebijakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan
Fungsional Analis Kebijakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah

Lembaga Administrasi Negara.

15.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, JENJANG

JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu
RumPun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan termasuk dalam rumpun

manajemen.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan berkedudukan

sebagai pelaksana fungsional di bidang Kajian dan Analisis

Kebijakan.
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(21 Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yaleg

diduduki oleh PNS.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Ttrgas pokok Analis Kebijakan yaitu melaksanakan Kajian dan

Analisis Kebijakan.

Bagian KeemPat

Jenjang Jabatan dan Pangkat, Golongan Ruang

Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan merupakan Jabatan

Fungsional Keahlian.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dari yang

paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:

a. Analis Kebijakan Ahli Pertama;
b. Analis Kebijakan Ahli Muda;
c. Analis Kebijakan Ahli MadYa; dan
d. Analis Kebijakan Ahli Utama.

(3) Jenjang Jabatan dan pangkat, golongan ruang Jabatan

Fungsional Analis Kebijakan, yaitu:
a. Analis Kebijakan Ahli Pertama:

1) Pangkat Penata Muda, golongan rLrang lllla; dart

2l Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang

rrr/b.

b. Analis Kebijakan Ahli Muda:

1) Pangkat Penata, golongan ruang llllc; dan

2l Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Analis Kebijakan Ahli MadYa:

1) Pangkat Pembina, golongan ruanglV la;
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2l Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
dan

3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang
lY lc.

d. Analis Kebijakan Ahli Utama:

1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang

IV/d; dan

2) Pangkat Pembina utama, golongan ruang lY le.

(4) Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk

masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis

Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)'

berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk

masing-masing j enj ang jabatan.

(5) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ditetapkan

berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah

ditetapkan oleh pejabat yang betrven arLg menetapkan

Angka Kredit.

(6) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam

Jabatan Fungsional Analis Kebdakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dapat tidak sesuai dengan jenjang

jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana

dimaksud pada aYat (3).

BAB III
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI DALAM

PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 6

(1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang

dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri dari:

a. unsur utama; dan

b. unsur penunjang.
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(21 Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas sub unsur:
a. pendidikan;

b. kajian dan analisis kebijakan; dan

c. pengembangan profesi.

(3) Sub unsur Kajian dan Analisis Kebijakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. melakukan riset dan analisis kebijakan;

b. memberikan rekomendasi kebijakan;

c. melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi,

konsultasi dan negosiasi kebijakan; dan

d. melakukan publikasi hasil kajian kebijakan.

(4) Sub unsur pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. memperoleh ijaaahlgelar kesarjanaan lainnya;

b. membuat modul bahan ajar diklat kebijakan;

c. membuat model kebijakan sebagai bahan diklat

kebijakan;

d. membuat alat bantu diklat kebdakan;

e. membuat audio visual untuk diklat kebijakan;

f. mengembangkan buku pedoman tentang kebijakan;

g. menyusun/mengembangkan juklak/juknis di bidang

analisis kebijakan;

h. memperoleh gelar kehormatan akademis; dan

i. memperoleh penghargaan, tanda jasa, tanda

kehormatan atau penghargaan lainnya'

(5) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, terdiri atas:

a. mengajar/melatih pada diklat kebijakan;

b. berperan aktif dalam seminar lhokakaryalkonferensi/
delegasi ilmiah di bidang kebijakan;

c. menjadi pengurus/anggota dalam organisasi profesi

Analis Kebijakan; dan
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d. menjadi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
Analis Kebijakan.

Rincian kegiatan dan satuan hasil dari masing-masing

unsur dan sub unsur sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (21 dan ayat (5) diberikan Angka Kredit

sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan

Menteri Pendayagun aa;;r Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2OL3.

Angka Kredit kegiatan sub unsur kajian dan analisis

kebijakan sebagaimana tercantum pada Lampiran I

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun

2013, merupakan Angka Kredit paling tinggr y{rg dapat

diberikan per satu satuan hasil kegiatan Analis Kebijakan'

Pasal 7

Analis Kebijakan Ahli Pertama sampai dengan Analis

Kebijakan Ahli Utama dapat melaksanakan seluruh

kegiatan pada sub unsur kajian dan analisis kebijakan

sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2OL3 baik

secara individual 'maupun dalam tim berdasarkan

penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang

bersangkutan.

Pemberian Angka Kredit bagr Analis Kebijakan Ahli

Pertama sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Utama yang

melaksanakan kegiatan sub unsur kajian dan analisis

kebijakan baik secara individual maupun dalam tim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

kriteria dan prosedur penyusunan satuan hasil, sebagai

berikut:

a. kompleksitas;

b. kepemimpinan dalam melalmkan dialog, advokasi, dan

negosiasi;

c. waktu penyelesaian;

(7)

(1)

(21
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d. tingkat danlatau bentuk publikasi; dan

e. kemanfaatan.

Kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a merulpakan salah satu kriteria yang digunakan dalam

penilaian satuan hasil Analis Kebdakan yang

menunjukkan keluasan cakupan dan tingkat kesulitan

dari isu dan masalah kebijakan yang dianalisis.

Kepemimpinan dalam melakukan dialog, advokasi, dan

negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 hulaf b

merupakan salah satu kriteria yang digunakan dalam

penilaian satuan hasil Analis Kebijakan bempa kedudukan

atau peran Analis Kebijakan dalam surat penugasan yang

diterbitkan instansi Pusat atau Daerah untuk melakukan

kegiatan dialog, advokasi dan negosiasi mewakili instansi'

Waktu penyelesaian sebagalmana dlmaKsuo Paqd zlyd'L lat

huruf c merupakan salah satu kriteria yang digunakan
ayat (21sebagaimana dimaksud pada

dalam penilaian satuan hasil Analis Kebijakan yang

menunjukkan ketepatan waktu dalam penyelesaian hasil

kerja/output sesuai dengan sasaran kinerja individu dan

sasaran kinerja organisasi.

Tingkat dan/atau bentuk publikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 huruf d merupakan salah satu kriteria yang

digunakan dalam penilaian satuan hasil Analis Kebijakan

yang menunjukkan konteks publikasi baik pada tingkat

Nasional maupun Internasional, atau terakreditasi dan

tidak terakreditasi, yang dapat berbentuk monograf

kebijakan, buku referensi, artikel dalam Jurnal.

Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e

merupakan salah satu kriteria yang digunakal dalam

penilaian satuan hasil Analis Kebijakan yang

menunjukkan dimanfaatkannya satuan hasil Analis

Kebijakan oleh unit atau instansi yang berkepentingan

danlatau dapat dibuktikan kemanfaatannya melalui

publikasi yang direview di media cetak maup:un online'

(4)

(s)

(6)

(71
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Pasal 8

Kriteria penilaian Angka Kredit dan prosedur penyusunan

satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21

diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Pasal 9

(1) Pada awal tahun, setiap Analis Kebijakan wajib menyusun

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan

dalam 1 (satu) tahun berjalan.

(2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Analis Kebijakan

yang bersangkutan.

(3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit

Kerja.

(4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan

ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian'

Pasal 1O

Analis Kebijakan yang tidak dapat mencapai target Angka

Kredit yang ditetapkan dalam sKP, dikenakan sanksi sebagai

berikut:
a. apabila pencapaian SKP pada akhir tahun kurang dari 25o/o

(dua puluh lima persen) dijatuhi hukuman disiplin sesuai

dengan peraturan perundang-undangan; dan

b. apabila pencapaian SKP pada akhir tahun hanya mencapai

25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima

puluh persen) dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan

peraturan perundangan-undangan'
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(1)

BAB IV
PDJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT'

PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI

JABATAN LAIN

Bagian Kesatu
Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 1 1

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan

Fungsional Analis Kebijakan yaitu pejabat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan'

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama Kali

Pasal 12

PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan

Fungsional Analis Kebijakan harus memenuhi syarat:

a. benjazah paling rendah sarj ana (sl)/Diploma IV;

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang

lll I a;

c. mengikuti dan lulus diklat fungsional untuk Analis

Kebijakan; dan

d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam

1(satu) tahun terakhir.

Bagi PNS yang di angkat untuk pertama kali dalam

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dengan ljaaah

Magister (S2) dari pergunran tinggi yang paling kurang

terakreditasi B, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional

Analis Kebijakan Ahli Pertama dengan pangkat Penata

Muda Tingkat I, golongan ruang III/b'

BagiPNSyangdiangkatuntukpertamakalidalam
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dengan ijazah Doktor

(S3) dari perguruan tinggi yang paling lmrang terakreditasi

B, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis

(2)

(3)



-14-

Kebijakan Ahli Muda dengan pangkat Penata golongan

ruang III/c.

(4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang telah ditetapkan

melalui pengadaan Calon PNS.

(5) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

lama 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi PNS harus

diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

(6) Ketentuan mengenai diklat fungsional/teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut oleh

Instansi Pembina.

(7) Keputusan pengangkatan pertama kali dalam Jabatan

Fungsional Analis Kebijakan dibuat menurut contoh

formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bersama ini.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Dari Jabatan Lain

Pasal 13

(1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan

Fungsional Analis Kebijakan dapat mempertimbangkan

ketentuan sebagai berikut:

a. berijazah paling rendah magister (s2) dari perguruan

tinggi paling kurang terakreditasi B;

b.pangkatpalingrendahPenata,golonganruang|I|lc;
c. lulus uji komPetensi;

d. memiliki kompetensi analisis kebijakan yang dibuktikan

dari pengalaman jabatan paling kurang 5 tahun secara

kumulatif;

e. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Analis

Kebijakan;
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f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir; dan

g. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sama dengan pangkat yang dimiliki' dan
jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah

Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

menetapkan Angka Kredit.

Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (21

ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan PNS dari

jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis

Kebijakan, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina'

Keputusan pengangkatan dari jabatan lain ke dalam

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dibuat menurut

contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bersama ini.

BAB V

PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Daftar Usul Penetapan Angka Kredit

Pasal 14

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit'

setiap Analis Kebijakan wajib mencatat dan

menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan'

(21 Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar

Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) harl-s diusulkan

palingkurangl(satu)kalidalamduatahun.

(3)

(4)

(s)
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Bagian Kedua
Pengusulan Angka Kredit

Pasal 15

Bahan penilaian Angka Kredit Analis Kebijakan

disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah

pejabat eselon III yang bertanggungjawab di bidang

kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Analis

Kebijakan yang bersangkutan kepada pejabat yang

berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit.

Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka

Kredit Analis Kebijakan menyampaikan usul penetapan

Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan

Angka Kredit.

Usul penetapan Angka Kredit untuk Analis Kebijakan

dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum

dalam Lampiran III-A sampai dengan Lampiran III-D yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bersama ini.

Setiap usul penetapan Angka Kredit Analis Kebijakan

harus dilampiri dengan:
a. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan formal

dan memperoleh rjazahlgelar danlatau pendidikan dan

pelatihan fungsio nallteknis Analis Kebijakan, dibuat

menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada

Lampiran IV-A dan LamPiran IV-B;

b. surat pernyataan melakukan kegiatan Kajian dan

Analisis Kebijakan dibuat menurut contoh formulir

sebagaimana tercantum pada Lampiran V;

c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan

profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana

tercantum pada Lampitan VI; danlatau
d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas

Analis Kebijakan dibuat menurut contoh

formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran vII;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bersama ini.

(21

(3)

(4)
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(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

hams disertai dengan bukti fisik.

Bagian Ketiga
Penilaian Angka Kredit

Pasal 16

Setiap usul penetapan Angka Kredit Analis Kebijakan

harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan

rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana

tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2O13.

Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang

menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan Angka

Kreditnya.

Penetapan Angka Kredit yang telah ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang menetapkan Angka Kredit tidak dapat

diajukan keberatan oleh Analis Kebijakan yang

bersangkutan

Bagian KeemPat

PenetaPan Angka Kredit

Pasal 17

Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Analis

Kebijakan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun,

yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS

dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Untuk kenaikan pangkat periode April Angka Kredit

ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang

bersangkutan.
b. Untuk kenaikan Pangkat

ditetapkan paling lambat
bersangkutan

(21

(3)

periode Oktober Angka Kredit
pada bulan Juli tahun Yang
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(1)

Pasal 18

Penetapan Angka Kredit Analis Kebijakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (21, ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang menetapkan Angka Kredit, dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bersama ini.

Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada

Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor

Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan,

dan tembusannya disampaikan kepada:

a. Kepala Lembaga Administrasi Negara u.p. Kepala Rrsat

Pembinaan Analis Kebijakan;

b. Sekretaris Tim Penilai;

c. Kepala Biro lBadan Kepegawaian Daerah lB,adan

Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;

d. Analis Kebijakan yang bersangkutan;

e. Pejabat lain yang berkepentingan; dan

f. Arsip.

BAB VI

PE.IABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT'

TIM PENILAI, DAN PF^.IABAT YANG MENGUSULKAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Benvenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 19

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit:

a. Kepala Lembaga Administrasi Negara atau pejabat

eselon I yang ditunjuk bagi:

1) Analis Kebijakan Ahli Pertama, pangkat Penata

Muda, golongan ruang lIlla sampai dengan Analis

(2)
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Kebijakan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama,
golongan ruang IV le di linglmngan Lembaga

Administrasi Negara; dan

2l Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina

Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan

Analis Kebijakan Ahli utama, pangkat Pembina

Utama, golongan ruang lY le di lingkungan instansi

R.rsat dan Provinsi/ Kabu paten I Kota.

Pimpinan instansi Rrsat atau pejabat eselon II yang

ditunjuk bagi Analis Kebijakan Ahli Pertama, Pangkat

Penata Muda, golongan ruang lllla sampai dengan

Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina,

golongan ruan glV la di lingkungan instansi hrsat.

Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang

ditunjuk bagi Analis Kebijakan Ahli Pertama, pangkat

Penata Muda, golongan ruang III I a sampai dengan

Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan

ruang lY la di lingkungan Provinsi.

sekretaris Daerah Kabup atenf Kota atau pejabat eselon

II yang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Ahli Pertama,

pangkat Penata Muda, golongan ruang lllla sampai

dengan Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina,

golongan ruan glv la di lingkungan Kabupatenf Kota.

Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian,

pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, hanrs

membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada

Kepala Badan Kepegawaian Negara /Kepala Kantor

Regional Badan Kepegawaian Negara'

Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang

menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat

yang menggantikan tetap hart.s dibuat dan disampaikan

kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor

Regional Badan Kepegawaian Negara'

c.

d.

(2)

(3)
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Bagian Kedua
Tim Penilai

Pasal 20

Untuk menjamin objektivitas penilaian dan penetapan

Angka Kredit, pejabat yang berwenang menetapkan Angka

Kredit dibantu Tim Penilai.

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

tugas memberikan pertimbangan terhadap hasil penilaian

Angka Kredit dalam SKP dan Angka Kredit pelaksanaatl

tugas penunjang Analis Kebijakan.

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari:
a. Tim Penilai bagi Kepala Lembaga Administrasi Negara

atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang selanjutnya

disebut Tim Penilai h-tsat;

b. Tim Penilai bagi Pimpinan instansi hrsat atau pejabat

eselon II yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Tim

Penilai Instansi;
c. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat

eselon II yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Tim

Penilai Provinsi; dan

Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah KabupatenfKota atau

pejabat eselon II yang ditunjuk yang selanjutnya disebut

Tim Penilai KabupatenlKota. Apabila Tim Penilai instansi

belum terbentuk, penilaian Angka Kredit Analis Kebijakan

dapat dimintakan kepada Tim Penilai hrsat.

Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian

Angka Kredit Analis Kebdakan dapat dimintakan kepada

Tim Penilai Provinsi lain yang terdekat atau Tim Penilai

Pusat.

Apabila Tim Penilai KabupatenlKota belum terbentuk'

penilaian Angka Kredit Analis Kebijakan dapat dimintakan

kepada Tim Penilai KabupatenlKota terdekat, Tim Penilai

Provinsi yang bersangkutan, Tim Penilai Provinsi lain

terdekat, atau Tim Penilai hrsat'

(3)

(4)

(5)

(6)
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(7) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai

ditetapkan oleh:
a. Kepala Lembaga Administrasi Negara atau pejabat

eselon I yang ditunjuk untuk Tim Penilai R.rsat;

b. Pimpinan instansi hrsat atau pejabat eselon II yang

ditunjuk untuk Tim Penilai Instansi;
c. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang

ditunjuk untuk Tim Penilai Provinsi; dan

d. Sekretaris Daerah KabupatenfKota atau pejabat eselon

II yang ditunjuk untuk Tim Penilai KabupatenlKota'

Pasal 2 1

(1) Tim Penilai terdiri dari pejabat yang berasal dari unsur

teknis yang membidalgi Analis Kebijakan, unsur

kepegawaian, dan Pejabat Fungsional Analis Kebdakan'

(21 susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota'

(3) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) hu1af b, harus berasal dari unsur kepegawaian.

(4) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis Kebdakan'

(5) Anggota Tim Penilai Provinsi/KabupatenlKota pada ayat

(2) huruf c, paling sedikit 1 (satu) orang dari unsur Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi / Kabu paten I Kota.

(6) Apabila jumtah Anggota Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari Analis

Kebijakan, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari

PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi

kerja Analis Kebijakan.

(7|syaratuntukmenjadiAnggotaTimPenilai,yaitu:
a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sarna

dengan jabatan lpangka.t Analis Kebtj"kat yang dinilai;
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b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai
prestasi kerja Analis Kebijakan; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.

(8) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan

dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berilmtnya.

(9) PNS yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua)

masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali

setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa

jabatan.

(10) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai,

maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim

Penilai pengganti.

(11) Dalam hal terdapat Anggota yang pensiun atau

berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua

mengusulkan penggantian Anggota secara definitif sesuai

masa kerja yang tersisa kepada pejabat ytrLg berwenang

menetaPkan Tim Penilai.

(I2) Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan

oleh Instansi Pembina.

Pasal 22

(1) T\rgas Pokok Tim Penilai Rrsat, yaitu:

a. membantu Kepala Lembaga Administrasi Negara atau

pejabat eselon I yang ditunjuk dalam menetapkan

Angka Kredit bagi:

1) Analis Kebijakan Ahli Pertama, pangkat Penata

Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis

Kebijakan Ahli utama, pangkat Pembina Utama'

golongan mang lV le di lingkr-rngan Lembaga

Administrasi Negara; dan

2l Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina

Tingkat I, golongan ruang IV lb sampai dengan

Analis Kebijakan Ahli utama, pangkat Pembina

Utama,golonganruanglVledilingkunganinstansi
pusatdaninstansiProvinsi/KabupatenlKota.
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b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Lembaga Administrasi Negara atau pejabat

eselon I yang ditunjuk yang berhubungan dengan

penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada

huruf a.

(21 Tugas Pokok Tim Penilai Instansi, yaitu:

a. membantu Pimpinan instansi Pusat atau pejabat eselon

II yang ditunjuk dalam menetapkan Angka Kredit bagi

Analis Kebijakan Ahli Pertama, Pangkat Penata Muda'

golongan ruang lll I a sampai dengan Analis Kebijakan

Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di

lingkungan instansi hrsat; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Pimpinan instansi P1rsat atau pejabat eselon II yang

ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan Angka

Kreditsebagaimanadimaksudpadahunrfa.

(3) Tugas Pokok Tim Penilai Provinsi, yaitu:

a. membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat

eselon II yang ditunjuk dalam menetapkan Angka Kredit

bagi Analis Kebijakan Ahli Pertama, pangkat Penata

Muda,golonganruangitlllasampaidenganAnalis
Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan

rLrang lY la di lingkungan Provinsi; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang

ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan Angka

Kreditsebagaimanadimaksudpadahurufa.

(4) Tugas Pokok Tim Penilai Kabupatenf Kota, yaitu:

a. membantu sekretaris Daerah KabupatenlKota atau

pejabat eselon II yang ditunjuk dalam menetapkan

Angka Kredit bagi Analis Kebijakan Ahli Pertama'

pangkat Penata Muda, golongan ruang lll I a sampai

dengan Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina'

golongan ruang lv la di lingkungan KabupatenlKota;

dan
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b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris Daerah KabupatenlKota atau pejabat eselon

II yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 23

Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan

tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin

oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di

bidang kepegawaian.

sekretariat Tim penilai dibentuk dengan keputusan

pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

Pasal 24

pejabat yang benvenang menetapkan Angka Iftedit dapat

membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari pata

ahli baik yang berkedudukan sebagai PNS atau bukan PNS

yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan'

T\rgas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat

kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian

atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang

memerlukan keahlian tertentu'

Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab

kepada Ketua Tim Penilai

pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila

terdapat kegiatan yang bersifat khusus atarr kegiatan yang

memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud

pada ayat (2).

Bagian Ketiga

PejabatYangMengusulkanPenetapanAngkaKredit

Pasal 25

pejabat yang mengusulkan penetapan Angka Kredit, yaitu:

(2)

(1)

(21

(3)

(4)
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Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaianlKepala
Perwakilan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara

atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk Angka Kredit
Analis Kebijakan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III/a sampai dengan Analis Kebijakan Ahli
Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IY le di
lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada

instansi Rrsat selain Lrmbaga Administrasi Negara,

Sekretaris Daerah Provinsi, atau Sekretaris

Kabup atenfKota kepada Kepala Lembaga Administrasi
Negara atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk Angka

Kredit Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina

Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Analis

Kebijakan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan

mang IV/e di lingkungan instansi hrsat selain lembaga

Administrasi Negara, Provinsi, atau Kabupatenf Kota'

Pejabat Eselon II atau pejabat lain yang ditunjuk paling

rendah eselon III yang membidangi kepegawararL kepada

Pimpinan instansi Rrsat atau pejabat eselon II yang

ditunjuk untuk Angka Kredit Analis Kebijakan Ahli

Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang lll I a
sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat

Pembina, golongan ruang IY la yang bekerja di linglmngan

instansi Rrsat selain Lembaga Administrasi Negara'

Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada

Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang

ditunjuk untuk Angka Kredit Analis Kebijakan Ahli

Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a

sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat

Pembina, golongan ruang IV la di lingkungan Provinsi.

Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada

Sekretaris Daerah KabupatenlKota atau pejabat eselon II

yang ditunjuk untuk Angka Kredit Analis Kebijakan Ahti

Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang lll I a

b.

c.

d.

e.
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sampai dengan Analis
Pembina, golongan
KabupatenlKota.

Kebijakan Ahli MadYa, Pangkat
ruang IV la di lingkungan

BAB VII
PENETAPAN ANGKA KREDIT,

KENAIKAN JABATAN DAN PANGIGT, GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu
Penetapan Angka Kredit

Pasal 26

Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan

kenaikan jabatan dan f atau kenaikan pangkat Analis Kebijakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pasal 27

(1) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus

dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan

kenaikan jaba tan lpangkat Analis Kebijakan, untuk:

a. Analis Kebijakan dengan pendidikan Sarjana (S1)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan

Menteri Pendayagqnaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2oL3'

b. Analis Kebijakan d.engan pendidikan Magister (s2)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2OL3'

c. Analis Kebijakan dengan pendidikan Doktor (s3)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013'
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Jumlah Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), yaitu:
a. paling rendah 8Oo/o (delapan puluh persen) Angka Kredit

berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur
pendidikan formal; dan

b. paling tinggi 2Oo/o (dua puluh persen) Angka Kredit

berasal dari unsur penunjang.

Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan

Pasal 28
Kenaikan jabatan Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud

clalam Pasal 25, dapat dipertimbangkan apabila:

a. mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan;

b. memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dalam jabatan;

c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir; dan

d. tersedia formasi jabatan.

Analis Kebijakan yang akan naik jabatan ke jenjarrg Utama,

selain memenuhi ketentuan pada ayat (1), wajib memiliki

ljaaah Doktor atau sederajat.

Kenaikan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ditetapkan

oleh pejabat yang benvenang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Keputusan kenaikan dalam Jabatan Fungsional Analis

Kebijakan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana

tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bersama ini'

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat

Pasal 29

(1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26'

dapat dipertimbangkan aPabila:

a. mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan;

(1)

(21

(3)

(4)
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b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam
pangkat; dan

c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam Z

(dua) tahun terakhir.

Kenaikan pangkat Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat
Pembina Tingkat I, golongan ruang IV lb menjadi Pembina

Utama Muda, golongan ru€u-Ig lY lc, sampai dengan Analis

Kebijakan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan

ruang IY le, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah

mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian

Negara.

Kenaikan pangkat Analis Kebijakan Ahli Pertama, pangkat

Penata Muda, golongan ruang l|l I a untuk menjadi Penata

Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan

untuk menjadi Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat

Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara setelah

mendapat persetuju.an teknis Kepala Badan Kepegawaian

Negara.

Pasal 30

Analis Kebijakan yang memiliki Angka Kredit melebihi

Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan

danlatau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka

Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan

jabatan dan I atau pangkat berikutnya.

Kenaikan pangkat bagi Analis Kebijakan datam jenjang

jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila

kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 31

(1) Analis Kebijakan yang pada tahun pertama telah memenuhi

atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk

kenaikan jabatan d,anfatau pangkat dalam masa jabatan

(3)

(1)

(21
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danlatau pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua
dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang
2Oo/o (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka
Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan f atalu

pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan

kajian dan analisis kebijakan.

Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan

ruang IV la yang akan naik pangkat menjadi Pembina

Tingkat I, golongan ruang IV lb, Angka Kredit yang

disyaratkan paling kurang 8 (delapan) berasal dari sub

unsur pengembangan profesi.

Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I,

golongal ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi

Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, Angka Kredit

yang disyaratkan paling kurang 10 (sepuluh) berasal dari

sub unsur pengembangan Profesi

Analis Kebijakan Ahli Madya, Pangkat Pembina Utama

Muda, golongan ruanglv lc yang akan naik jenjang jabatan

dan pangkat menjadi Analis Kebijakan Ahli Utama, pangkat

Pembina Utama Madya, golongan mang IV/d, Angka Kredit

yang disyaratkan paling kurang L2 (dua belas) berasal dari

sub unsur pengembangan Profesi.

(5) Analis Kebijakan Ahli utama, pangkat Pembina utama

Madya, golongan ruang lV ld' yang akan naik pangkat

menjadi Pembina utama, golongan ruang lY le, Angka

Kredit yang disyaratkan paling kurang L4 (empat belas)

berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

(6) Analis Kebijakan Ahli utama, pangkat Pembina utama,

golongan ruang lv le, setiap tahun sejak menduduki

pangkatnya wajib memenuhi paling kurang 25 (dua puluh

lima) Angka Kredit dari kegiatan kajian dan analisis

kebijakan dan pengembangan profesi'

(3)

(4)
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BAB VIII
KOMPETENSI

Pasal 32

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan

jenjang jabatan.

(21 Kompetensi Analis Kebijakan meliputi:

a. kemampuan analisis;

b. kemampuan politis (trtolitical skill);

(3) Penjaminan pemenuhan standar kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan melalui uji

kompetensi.

(4) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan

pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut oleh instansi Pembina.

BAB IX
FORMASI

Pasal 33

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Analis

Kebijakan.

Pasal 34

(1) Penetapan formasi Analis Kebijakan didasarkan pada

kebutuhan organisasi yang diperoleh dari analisis beban

kerja.
(21 Pedoman penghitungan formasi Jabatan Fungsional Analis

Kebijakan diatur lebih lanjut oleh instansi Pembina'
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BAB X
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN,

PENGANGKATAN KEMBALI DAN

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara

. Pasal 35
(1) Analis Kebijakan dibebaskan sementara dari jabatannYl,

apabila:
a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali

untuk persalinan anak keempat dan seterusnya;

c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau

d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Analis

Kebijakan.

(21 Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan

Fungsional Analis Kebijakan dibuat menurut contoh

formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang

merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bersama

ini.

Bagian Kedua
Penurunan Jabatan

Pasal 36

Analis Kebijakan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat

berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan

jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai

jabatan yang baru.

Penilaian prestasi kerja Analis Kebijakan selama menjalani

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

dinilai sesuai dengan jabatan yang baru'

(1)

(21
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Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali

Pasal 37

(1) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, dapat diangkat
kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau
telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang

bersangkutan tidak bersalah.

(21 Analis Kebijak€rn yang dibebaskan sementara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, dapat diangkat

kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggUngan

negara.

(3) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) hurrf c, diangkat

kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

setelah selesai menjalani tugas belajar.

(4) Analis Kebijak an yang dibebaskan sementara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, dapat diangkat

kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Kebdakan

apabila lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan sesuai

dengan pangkat terakhir yang dimilikinya dan berusia

paling tinggi 5a (Hma puluh empat) tahun.

(5) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan

Fungsional Analis Kebijakan dibuat menurut contoh

formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bersama ini.

Pengangkatan kembali
Kebijakan sebagaimana

Pasal 38
dalam Jabatan Fungsional Analis

dimaksud dalam Pasal 37 aYat (4)
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dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima
oleh pejabat yang berwenang paling kurang 6 (enam) bulan
sebelum mencapai batas usia yang dipersyaratkan.

Pasal 39
Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan F\rngsional Analis

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai beriknrt:

a. Analis Kebijakan yang diangkat kembali ke dalam Jabatan

Fungsional Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasa| 37 ayat (1) dan ayat (2) menggunakan Angka Kredit

terakhir yang dimiliki; dan

b. Analis Kebijak an yang diangkat kembali ke dalam Jabatan

Fungsional Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) menggunakan Angka Kredit

terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah Angka Kredit

dari kegiatan pengembangan profesi'

Bagian KeemPat

Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 40

Analis Kebijakan diberhentikan dari jabatannya apabila:

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hulmman

disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih

rendah selama 3 (tiga) tahun dan pemindahan dalam

rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendatr'

2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis

Kebijakan disusun dengan mengacu pada contoh formulir

sebagaimana tercantum pada Lampiran XII Peraturan

Bersama ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bersama ini.
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Pasal 4 1

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan
kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis
Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36,

Pasal 37 dan Pasal 39 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYESUAIAN I INPASSIIVG

DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 42

PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 telah dan masih

menjalankan tugas di bidang Kajian dan Analisis

Kebijakan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

dapat disesuaikanl diinpassing ke dalam Jabatan

Fungsional Analis Kebijakan.

PNS yang disesuaikan/ diinpassing sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berilinrt:

a. berijazah paling rendah Magister (s2) dari perguruan

tinggi paling kurang terakreditasi B;

b. pangkat paling rendah Pembina, golongan ruang lY la;

c. memiliki kompetensi analisis kebijakan yang

dibuktikan dari pengalaman jabatan paling linrrang 5

(lima) tahun;

d. lulus uji komPetensi;

e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1

(satu) tahun terakhir; dan

f. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

Angka Kredit kumulatif untuk penyesuaian/ inpassing

dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri

(21

(3)
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013.

(4) Angka Kredit sebagaimana tersebut dalam lampiran V
Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
2013, hanya berlakn-r sekali selama masa

penye suaian / inp assing.

Tata cara penyesuaianf inpassing dan pelaksanaan uji
kompetensi dalam rangka inpassing diatur lebih lanjut oleh

Instansi Pembina.

Masa keda dalam pangkat terakhir untuk
penyesuaian/ inpassing sebagaimana tercantum dalam

Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

45 Tahun 2013 dihitung dalam pembulatan kebawah,

yaitu:

a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu)

tahun;

b. 1 (satu) tahun sampai dengan lmrang dari 2 (dua)

tahun, dihitung 1 (satu) tahun;

c. 2 (dua) tahun s€unpai dengan kurang dari 3 (tisa)

tahun, dihitung 2 (dua) tahun;

d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat)

tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan

e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun'

Penyesuaian/ inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis

Kebijakan, ditetapkan oleh pejabat yang benvenang sesuai

dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan dibuat

menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada

Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bersama ini.

untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan

jumlah PNS yang akan disesuaikanldtinpassing

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan

penyesuaian/ inpassing harr.rs mempertimbangkan formasi

jabatan

(71

(8)
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Pasal 43
Penyesuaian/ inpassing dalam Jabatan F\rngsional Analis
Kebijakan, ditetapkan paling lambat tanggal 13 November
2015.

PNS yang dalam masa penyesuaian/ inpassing telah dapat

dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum

disesuaikan/ diinpassing dalam Jabatan Fungsional Analis

Kebijakan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan
pangkatnya agar dalam penyes:uaianf inpa'ssing telah

mempergunakan pangkat terakhir.

PNS yang telah disesualkanldiinpassing dalam Jabatan

Fungsional Analis Kebijakan untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus

menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta

memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Untuk kepentingan dinas dan pengembangal karier, Analis

Kebijakan dapat dipindahkan ke dalam jabatan strukhrral atau
jabatan fungsional lain.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh

Instansi Pembina.

(3)

Untuk mempermudah
dilampirkan salinan

Pasal 46
pelaksanaan Peraturan Bersama ini,

Peraturan Menteri PendaYagunaan
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Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2013, sebagaimana tercantum pada Lampiran
XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bersama ini.

Peraturan Bersama
diundangkan.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2OL4

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 47
ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal , 2L Mei 2OI4

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd.

AGUS DWIYANTO

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OL4 NOMOR 796

Salinan sesu aslinya
KEPALA DAN ORGANISASI,

ANA



LAMPIRAN I
PERATURAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAI.I NEGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2014
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PEI.AKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLTK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBTJAI(AN DAN ANGKA

KREDITI{YA
CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGI(ATAN PERTAMA KALI
DAI.AM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KEBIJAKAN

KEPUTUSAN
M ENTERI / PI M PI NAN LPNK/ GUB ERNUR/ BUPATI / WALI KOTA*}

NOMOR
TENTANG

PENGANGIGTAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

Menimbang

M ENTERI / GPIMPI NAN LPNK / GU BERNU R/ BUPATI / WALI KOTA, *)

: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur f.fe[ara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013,
dipandang ierlu untuk mengangkat Saudara dalam Jabatan
F\rngsional Analis Kebijakan;

b. **);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
perahrran pemerintah Nomor g Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2OI3;
Peraturan Bersama Kepala Gt"U"gt Administrasi Negara - dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun2Ol4 dan Nomor 16 tahun2Ot4;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tpnggal ... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama I
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :.............
d. Unit kerja :...........-.

dalam jabatan . dengan ""gta 
kredit sebesar ( ......."""""""')

**)

Mengingat***) : 1.
2.

3.

4.

5.

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

**)

Apabila kemudian hari ternyata terdapat. kekeliruan dalam keputusan ffil'
AiJ"k"tt perbaikan dan perhitgngan kembali sebagaimana mestinya'

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya'

akan

untuk

ditetapkan di .-.
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersanglutan; *)

2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; 
__

3. febata BKD Pr:ovinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagtan Kepegawarart
instansi yang bersanglutan ; 

*)

4. Pejabat yang Uerwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendah*"i Negara/Kepala Biro/Bagran Keuangan Daerah

yang bersangkutan;*)
6. Pejabat tain yang berkepentingan; dan
7. Arsip.

*) Pilih salah satu yang paling sesuai dengan kondisi instansi ybs.
**) Diisi apabila aaa penambahan konsideians dan diktum yang dianggap perlu'
***1 Disesuaikan denga1 peraturan perundalg-undangan yang terbaru



CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN DAzu JAE}ATAN
I.AIN KE DAI,AM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KEBIJAKAN

Menimbang

LAMPIRAN II
PERATURAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAI{ NEGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2014
NOMOR: 16 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JAE}ATAN

FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAI'I ANGKA

KREDITI TA

kredit sebesar

Mengingat***)

Menetapkan
KESATU

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

: 1.
2.

3.

4.

5.

KEPUTUSAN
MENTERI / PIMPI NAN LPNK/ GUB ERNUR/ BUPATI / WALI KOTA*)

NoMoR:"""' 
ieNinNc

PENGANGI{ATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

MENTEzu / PIMPINAN LPNK/ GUB ERNUR/ BUPATI / WALI KOTA, *)

: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur n"f"r"'aan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 20L3,

dipandang perlu *.rrg^rrgkat Saudat" .......... dalam Jabatan Fungsional Analis

Kebijakan;
b. **);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun lgg4 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
peraturan pemerintah Nomor g Tahun 20-03 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
Peraturan Menteri PendayagUnaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013;
Peraturan Bersama Kepala L"*U"!.- Rd*ittistrasi Negara dan Kepda Badan

Kepegawaian Negara Nombr 16 Tahun 2Of+ dan Nomor 16 tahun2OL4;

Terhitung mulai tanggal
a. Nama
b. NIP

MEMUTUSI(AN :

mengangkat Pegawai Negeri SiPil:

c. Pangkat / golongan ruang/TMT
d. Unit keda

dalamjabatan ....' dengan

. **l,
Apabila kemudian hari t".rryai. i"iJ"p"t kekeliman 91=,-Seputusan 

ini'

diadakan perbaikan dan perhiiungan kembali sebagaimana mestrnya'

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya'

ditetapkan di ..

pada tanggal

angka

akan

untuk

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badag Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)

2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Xeiata BKD Pr"ovinsi/BKD Kabupaten lKota atau Biro/Bagian Kepegawaran

instansi yang bersangkutan ;*)
4. Pejabat ianfterwenang menetapkan angka-lrredit;
s. Kepala Kaltor pelayanan Perben'datrrt"dir Negaraixepata Biro/Bagran Keuangan Daerah

yang bersangkutan;*)
6. Pejabat lain yang berkepentingan; dart
7. Arsip.

*) Pilih salah satu yang paling sesuai dengan kondisi instansi ybs'
**) Diisi apabrta ada penamUatran konsid"iut 

" 
dan diktum yang dianggap perlu'

*;1 Disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru



I.AMPIRAN III - A:
PERATURAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
DAN KEPAL,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2014

-

NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PET.AKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN
ANGI{A KREDITT{ITA

CONTOH :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAI(AN AHLI PERTAMA

Nomor:

MASA PENII,AIAN :

Bulan s/d Bulan Tahun............

KETERANGAN PERORANGAN

Nama
NIP
Nomor Seri Kartu

Pendidikan diperhitun
Jabatan Fun Analis Kebiiakan/ TMT

UNSUR YANG DINII-AI
ANGKA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL

JUMLAH

mengikuti pendidikan sekolatr yang terakreditasi dan

mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang kebijakan serta
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

lebih dari 960 iam

antara 481 - 640 iam
antara 161 - 480 jam
antara 81 - 160

lamanya antara 31 - 80
antara 10 - 30 jam

Diklat Praiabatan Golongan III

Riset dan Analisis
menyediakan informasi terkait perumu san masalah



merumuskan isue-isue kebijakan ke dalam rumusan
masalah kebiiakan, dalam bentuk:

melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi
kebijakan, dalam bentuk:

pen5rusunan Naskah Akademik, berupa:

Naskatr Akademik RUU
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden

Naskatr Akademik Rancansan Peraturan Menteri
Naskah Akademik Rancangan Peraturart daerah

Rekomendasi Kebijakan

menyediakan rekomendasi , berupa:

melakukan Fokus Group Diskusi kepada pejabat publik dan
pemangku kepentingan terkait dengan isu, masalah dart

melalrukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan

komunikasi,koordinasi
kebijakan

advokasi, konsultasi, dan negosiasi

melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pejabat publik

menyelenggarakan konsultasi , dialog dan diskusi dengan
para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan

usulan rancanqan kebiiakan
melakukan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para
pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan

melakukan diseminasi
menyampaikan gagasan kebij atcan kepada pemangku

publikasi hasil kajian kebijakan

hasil kajian dipublikasikan dalam bentuk :

buku referensi tingkat nasional

buku referensi tingkat internasional

ikel dalam jurnal ilmiah tidak terakreditasi

ikel dalam jurnal nasional terakreditasi

artikel dalam jurnal internasional

trasit t<4 ian yang disaj ikan / dipresentasikan pada tingkat :

menulis artikel di media massa

m"-p"r.t*t gel"t/ ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang

modul batran 4jar Diklat Kebijakan

membuat model kebijakan sebagai battan Diklat Ke

membuat alat bantu Diklat Kebij

membuat audio visual untuk Diklat



F. mengembangkan buku pedoman tentang kebiiakan
G. menJru sun / mengembangkan j uklak/j u knis di bidang analisis

kebijakan
H. Perolehan gelar kehormatan akademis

memperoleh gelar kehormatan akademis;
I setara Doktor (S3)

2l setara Maeister (S2)

I perolehan penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau
penghargaan lainnya

memperoleh penghargaan, tandajasa, tanda kehormatan atau
penghargaan lainnya
t penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Sahra:

a) 30 (tisa ouluhl tatrun
b) 20 (dua puluh) tahun
c) 10 (sepuluh) tahun

2l Penghargaan lainnya dari pemerintah:
a) tinekat nasional
b) tingkat provinsi

.IIMLJIII ITN$UR UTAMA 1 s.d. 3

NO

UNSUR YANG DINII.AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT
INSTANSI PENGUSUL TIM PENII,AI

I"AMA BARU JUMI-AH I,AMA BARU JUMI.,AH

1 2 3 4 5 6 7 I
u IINSUR PENUN.'ANG

Penuqfaag Tugas Aralt! Keb{lrkalr
A. pengajar/ pelatih pada diklat fungsional/ teknis di bidang

kebijakan
mengajar/ melatih pada diklat fungsional/ teknis di bidang
kebijalcan

B. peratr serta aktif dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang
kebiiakan
1) me n giku ti seminar / lokakarya / konferen si di bidan g

kebiiakan sebagai:

a) pemrasaran / narasumber:
I tinskat internasional
2l tinskat nasional
t3) tinekat lokal

b) oembahas/moderator:
I tinskat internasional
tzl tinskat nasional
t3) tinekat lokal

c) ketua panitia penvelensgara/ delegasi ilmiah :

1l tinskat internasional
(21 tinskat nasional
t3) tinskat lokal

d) peserta:

1 tinekat internasional
EI tinskat nasional
(3) tinekat lokal

e) ansgota oanitia penvelengqara/delegasi ilmiah:
I Linskat internasional
2l tinekat nasional

(3) tinskat lokal
c Kee

mei

uxggotaaf
riadi ane

r dalam Organisasi profesi
gota Organisasi Profesi, sebagai:
s aktif:1 Denzuru

a) tinekat internasional
b) tinekat nasional
c) tinekat orovinsi / kabupaten / kota

2l anseota al(if:
a) tingkat internasional
bl tinskat nasional
c) tinekat provinsi / kabupaten / kota



D Keanggotaan dalam Tim Penilai
menjadi anggota Tim Penilai Angka Iftedit Jabatan Fungsional
Analis KebUakan, sebagai:
I ketua
2l sekretaris
3) anggota

JTIML/IH T'I{SUR PEIYTTI| JANG

JI'IILAII I'ITSUR UTAMA DAN I'NST'R PENI'ITJAITG



LIIMPIRAIT PEITDI'KT'ITG DTIPAK :
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
Su rat pernyataan melaku kan kegiatan pengembangan profesi
Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Analis
dan seterusnya

NIP.

Catatan PeJabat Pengueul :
1

2

3
4 dan seterusnya

(nama pejabat pengusul )

NIP.

Catetaa Aaggota Ttm Pentlat :
1.

2.
3.
4. dan seterusnya

(Nama Penilai I )

NIP.

(Nama Penilai II )

NIP.

Catatan Ketua Tlm Penllat :

l.
2.
3.
4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Namq )



L,AMPIRAN III . B:
PERATURAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA ADMINIS1RASI NEGARA
DAN KEPALIq BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2OI4
NOMOR 16 TAHUN 2OI4
TENTANG
KEIENTUAN PEIAIGANMN PEMTURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRATTI REPUBUK INDONESIIA NOMOR 45 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS I(EBUAKAN DAN
ANGKA KREDITNYA

coNtoH :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN N,'NGSIONAL ANAUS KEBUAKAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAIGN AHLI MUDA

Nomor:

MASA PENII,AIAN :

Bulan s/d Bulan Tahun............

NO KETERANGAN PERORANGAN
I Nama

2. NIP
3. Nomor Seri Kartu Pegawai
4. Tempat dan Tanggal Lahir
5. Jenis Kelamin
6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kfeditnya
7. Jabatan Fungsional Analis Kebljakan/ TMT
8. Masa Keria golongan lama
9. Itlgsa Kerja golongan baru
10. Unit Keria

NO

UNSUR YANG DINII,AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT
INSTANSI PENGUSUL TIM PENII,AI

I.AMA BARU JUMTAH I,AMA BARU JUMI..AH

I 2 3 4 5 6 7 I
T TIITSUR UTAMA

1 Peudldlkan

A. mengikuti pendidikan sekolah yang terakreditasi dan memperoleh
iiazah I selar kesarianaan :

1l Doktor (S3)

2l Masister (S2)

3) Sariana (S1l

B. mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang kebijakan serta
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

atau sertifikat:
I lamanva lebih dari 960 iam
2l lamanva antara 641 - 960 iam
3) lamanya antara 481 - 640 iam
4) lamanva antara 161 - 480 iam
s) lamanya antara 8l - 160 iam
6) lamanva antara 3l - 80 iam
7l lamanya antara 10 - 30 iam

c. Diklat Prajabatan
mengikuti Diklat Prqjabatan Golongan III

2 Ikllan daa Analtsle Kebllakan
A. Riset dan Analisis Kebijakan

1) m enyediakan in formasi terkait peru m u san masalah kebij akan,
dalam bentuk:
a) memo kebiiakan
b) telaahan staf
c) rinskasan kebiiakart
d) oolicu DaDer



2l merumuskan isue-isue kebijakan ke dalam rumusan
masalah kebijakan, dalam bentuk:
a) memo kebiiakan
b) telaahan staf
c) rinskasan kebiiakan
d) policv paper

3) melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi
kebiiakan. dalam bentuk:
a) telaahan staf
bl laporan hasil pemantauan
cl laporan hasil evaluasi

4) penJrusunan Naskah Akademik, berupa:
a) Naskah Akademik RUU

b) Naskah Akademik Rancansan Peraturan Presiden

c) Naskah Akademik Rancansan Peraturan Menteri
d) Naskah Akademik Rancangan Peraturan daerah

B. Rek omendasi Kebijakan

I menvediakan rekomendasi kebiiakan, berupa:
al memo kebiiakarr
b) telaahan staf
c) Naskah Akademik
d) rinekasan kebiiakan
e) tolicu DaDer

2l melakukan Fokus Group Diskusi kepada pejabat publik dan
pemangku kepentingan terkait dengan isu, masalatr dan atau
kebijakan

3) melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan
c. komunikasi,koordinasi

kebijakan
advokasi, konsultasi, dan negosiasi

1) melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pejabat publik
dan oemaneku kepentinsan

2) menyelenggarakan konsultasi , dialog dan diskusi dengan
para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan
terhadap usulan rancangan kebijakan

3) melakukan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para
pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan
terhadap kebijakan

4l melakukan advokasi kebiiakan
s) melakukan diseminasi kebii akart
6) menyampaikan gagasan kebij akan kepada pemangku

kepentingan
D. publikasi hasil kajian kebijakan

l) hasil kajian yang dipublikasikan dalam bentuk :

a) monograf
b) buku referensi tingkat nasional
c) buku referensi tinekat internasional
d) artikel dalam iurnal ilmiah tidak terakreditasi
e)

f)

artikel dalam iurnal nasional terakreditasi
artikel dalam iurnal internasional

2l hasil kaj ian yan g di saj ikan / dipre sentasikan pada tingkat:

a) nasional
b) internasional

3) menulis artikel di media massa

3

A. p e roleh an eelar I il az,ahke sarj an aan lai n nya:

tugasnya:
I Dolctor (S3)

2l Maeister (S2)

3) Sarjana (S1)

B. membuat modul bahan ajar Diklat Kebiiakan
c. membuat model kebijakan sebagai bahqn Dikle!-Kqqdekan
D. membuat alat bantu Diklat Kebijakart

E. membuat audio visual untuk Diklat Kebijakan



F. mengembangkan buku pedoman tentang kebiiatcan
G. men5ru su n / m engembangkan j u klak /j u kni s di b idang arr ali si s

kebijakan

H. Perolehan gelar kehormatan akademis
memperoleh gelar kehormatan akademis;
I setara Doktor (S3)

2l setara MaEister (S2)

I. perolehan penghargaan; tanda jasa, tanda kehormatan atau
penghargaan lainnya

memperoleh penghargaan,
penghargaan lainnya

tanda jasa, tanda kehormatan atau

1) oengharsaan/tanda iasa Satya Lancana Karva Sawa:
a) 30 (tisa puluh) tahun
b) 20 (dua puluh) tahun
c) 10 (sepuluh) tahun

2) Pensharsaan lainnya dari pemerintah:
a) tingkat nasional
b) tinekat provinsi

WMLAH ItilSItR UTAIIIA I s.d. 3

UNSUR YANG DINII,AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL

IIIYSUR PENT'NJANG

PenunJang Tugac Analts Keb{fa&an

pengajar/ pelatih pada diklat fungsional/ teknis di bidang
kebijakan
mengajar/ melatih pada diklat fungsional/ teknis di bidang
kebijakan
peran serta aktif dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang

mengikuti seminar/ lokakarya/ konferensi di bidang kebijakan

pemrasaran / narasumber:

bahas/moderator:

itia i ilmiah:

itia penvelengEara/ delegasi ilmiatr :

menjadi anggota isasi Profesi,

internasional

insi/kabupaten/kota



D Keg4ggglaan dalam Tim Penilai
menjadi anggota Tim Penilai Aneka Kredit Jabatan Fungsio;al
An?lis Kebijakan, sebagai:
I ketua
2l sekretaris
3) anggota

JIIMLNI UNSUR PEI{T'I{JANG
JI'MLNI I'ITSUR UTAMA DAIT TNTSUR PEITUITJAI{G



TAMPIRAIY PETYI'UKTTIYG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
2, Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Analis
6. dan seterusnya

NIP.

Catatan Pejabat Pcngusul :
1

2

3
4 dan seterusnya

(jabatan )

(narna pejabat pengusul )

NIP.

Catataa Anglota Tln Penllai :

1.
'2.
3.
4. dan seterusnya

(Nama Penil4 I )

NIP

(Nama Penilai II )

NIP

Catatan Ketua Tlm Penllal :

1.

2.
3.
4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )



LAMPIRAN III - C:
PERATURAN BDRSAMA
KEPAI,A LEMBAGA ADMINISTRAT}I NEGAM
DAN KEPAI.,A BADAN I{EPECAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2014
NOMOR 16 TAHUN 2014
TEMANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APAMTUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBUK INDONESTA NOMOR 45 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBUAKAN DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH :

DAF-TAR USUL PENETAPAN ANGKA I(REDIT
JABATAN FIJNGSIONAL ANAUS KEBIJAKAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN N'NGSIONAL ANALIS (EBUAJGN AHU MADYA

Nomor :

MASA PENIUJAN :

INSTANSI : .....,..,.,., Bulan .,,...,,..,.. s/d 8u1an...,.........., Tahun.,......,...

NO KETERANGAN PERORANGAN

1. Nama
2. NIP
3. Nomor Seri Kartu Pegawai
4. Tempat dan Tanggal l.ahir
5. Jenis Kelamin
6. Pendidikan vang diperhitungkan angka kreditnya
7. Jabatan Funssional Analis Kebiiakan/ TMT

8. Masa Keria golongan latna
9. Masa Keria golongan baru
10. Unit Keria

NO

UNSURYANG DINII,AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT
INSTANSI PENGUSUL TIM PENII,AI

LAMA BARU JUMI.AH I,AMA BARU JUMI.,AH

I 2 3 4 5 6 7 8

I UT{ST'R UTATIA

I Pendldtkan
A. mengikuti pendidikan sekolah yang teralceditasi dan memperoleh

iiazah I eelar kesari anaan :

I Doktor (S3)

2l Masister (S2)

3) Sariana {S1

B. mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang kebijakan serta
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

atau sertifikat:
I lamanva lebih dari 960 iam
2l lamanya antara 641 - 960 jam
3) lamanva antara 481 - 640 iam
4l lamanva antara 161 - 480 iam
s) lamanva antara 81 - 160 iam
6) lamanva antara 31 - 80 iam
7l lamanya antara 10 - 30 iam

c. Diklat Praiabatan
mensikuti Diklat Prqiabatan Golongan III

2 Ihlian dan Andisls Keb{lakan
A. Riset dan Analisis Kebiiakan

1) menye diakan in formasi terkait peru mu san masalatr kebij akan,
dalam bentuk:
a) memo kebiiakan
b) telaahan staf
c) rinekasan kebiiakan
dl polictt paper



2) merumuskan isue-isue kebijakan ke dalam rumusan
masalah kebijakan, d4am bentuk:
a) memo kebijakan
b) telaahan staf
c) ringkasan kebiiakan
d) polica paper

3) melal<sanakan pemantauan dan evaluasi implementasi
kebiiakan, dalam bentuk:
a) telaahan staf
b) laporan hasil oemantauan
c) laporan hasil evaluasi

4) pen\msunan Naskah Akademik. berupa:
a) Naskah Akademik RUU

b) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden
c) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Menteri
d) Naskah Akademik Rancangan Peraturan daerah

B. Rekomendasi Kebijakan

I menyediakan rekomendasi kebiiakan, berupa:
a) memo kebiiakarr
b) telaahan staf
c) Naskah Akademik
d) rinskasan kebiiakan
e) poliqt pwer

2\ melakukan Fokus Group Diskusi kepada pejabat publik dan
pemangku kepentingan terkait dengan isu, masalah dan atau
kebijakan

3) melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan

c. komunikasi,koordinasi
kebijakan

advokasi, konsultasi, dan negosiasi

1) melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pejabat publik
dan oemartgku kepentinsan

2l menyelenggaralcan konsultasi , dialog dan diskusi dengan
para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapart
terhadap usulan rancangan kebljakan

3) melakukan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para
pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan
terhadap kebijakan

4) melakukan advokasi kebiialcan
5) melakukan diseminasi kebii akan
6) m enyamp aikan gagasan kebij akan kepada pemangku

kepentingan
D. pu rlikasi hasil ka,jian kebijakan

1 hasil kajian yang dipublikasikan dalam bentuk :

a) monograf

b) buku referensi tingkat nasional
c) buku referensi tingkat internasional

d) artikel dalam jurnal ilmiah tidak terakreditasi

e)

0

artikel dalam jurnal nasional terakreditasi
artikel dalam jurnal internasional

2l hasil kajian yang disajikan/ dipresentasikan pada tingkat:

a) nasional
b) internasional

3) menulis artikel di media massa

3 Perrgembangan Profesl
A. Der oleharr gelar I ijazahkesarj anaan lainnya:

memperoleh gelar/ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang
tugasnya:
I Doktor (S3)

2l Magister (S2)

3) Sariana (S1)

B. membuat modul bahan ajar Diklat Kebijakan

c. membuat model kebiiakan sebagai bahan Di$g{ Xgl1gkgl
D. membuat alat bantu Diklat Kebijakan
E. membuat audio visual untuk Diklat Kebijakan



F. mengembangkan buku pedoman tentang kebijakan

G. men5ru sun / mengembangkan juklak/juknis di bidang analisis
kebijakan

H. Perolehan gelar kehormatan akademis

memperoleh gelar kehormatan akademis;
1 setara Doktor (S3)

2l setara MaEister (S2)

I perolehan penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau
oeneharsaan lainnva
memperoleh penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau
penghargaan lainnya

1 penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:

a) 30 (tiea puluh) tahun
b) 20 (dua puluh) tatrun
c) 10 (seouluh) tahun

2l Penghargaan lainnya dari pemerintatr:
a) tinekat nasional
b) tinekat provinsi

JIIMLAII ItilSUR UTATUA I g.d. 3

UNSUR YANG DINII.AI
ANGKA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL

I'ITSUR PENT'NJANG

Penuqfang Tugas Analts Keb{a&an
pengajar/ pelatih pada diklat fungsional/ teknis di bidang
kebijakan
mengajar/ melatih pada diklat fungsional/ teknis di bidang
kebijakan
peran serta aktif dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang

mengiku ti semin ar / lokakarya/ konferen si di bidang kebij akan

narasumber:

batras/moderator:

ketua ilmiatr:

menjadi anggota isasi Profesi, sebagai:

tinskat provin si / kabupqlqnltglq

tingkat internasional



D Keanggotaan dalam Tim Penilai
menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
Analis Kebijakan, sebagai:
I ketua
2l sekretaris
3) anggota

JT'MLAII Iff SUR PEITI'T..IATG

JUML/UI UilSUR UTAMA DAIT UHSUR PEI|III|JAI|G



LIIMPIRAJI PEITDT'I(IIITG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Analis
6. dan seterusnya

NIP.

Catatan Pejabat Pengusul :

I
2
3
4 dan seterusnya

(jabatan )

(nama peiabat pengusul )

NIP.

Cataten Anggota Tlm Peallel :
1.

2.
3.
4. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

NIP

(Nama Penilai II )

NIP

Catatan Ketua Tln Penlld :

1.

2.
3.
4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )



LAMPIRAN III - D:
PERATURAN BERSAMA
KEPAI.A LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
DAN KEPAI-A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2014
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PET,AKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN
ANGIG KREDITTTYA

CONTOH :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI UTAMA

Nomor:

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan Tahun............

NO KETERANGAN PERORANGAN

1. Nama
2. NIP
3. Nomor Seri Kartu Pegawai

4 Tempat dan Tanssal Lahir
5 Jenis Kelamin
6 Pendidikan yang diperhitungkan aneka kreditnya
7 Jabatan Fungsional Analis Kebijakan/ TMT

8 Masa Ken'a golongan lama
9 Masa Kerja golongan baru
10. Unit Kerja

NO

UNSUR YANG DINII-AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGTATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENII"AT

I,AMA BARU JUMI.,AH I"AMA BARU JUMI.AH

I 2 3 4 5 6 7 8

I UITSI'R UTAIUA

1 P""didit tt
A. mengikuti pendidikan sekolah yang teralcreditasi dan memperoleh

ii azah I eelar kesari anaan :

1l Doktor (S3l

2l Magister (S2)

3) Sariana fSl)
B. mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang kebijakan serta

memperoleh surat Tanda Tamat Pehdidikan dan Pelatihan (STTPP)

atau sertifikat:
I lamanva lebih dari 960 iam
2l lamanva antara 641 - 960 iam
3) lamanva antara 481 - 640 iam
4) lamanva antara 161 - 480 jam
s) lamanva antara 81 - 160 iam
6) lamanva antara 31 - 80 iam
7) lamanya antara 1O - 30 jam

c. Diklat Praiabatan
mensikuti Diklat Praiabatan Golongan III

2 Ikllen dan Andtsts Kebllaken
A. Riset dan Analisis Kebijakan

l) rnenyediakan inform asi terkait peru mu san m asalah kebij akan'
dalam bentuk:
a) memo kebiiakan
b) telaahan staf
c) rinskasan kebiiakart
d) oolicu DaDer
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2) merumuskan isue-isue kebijakan ke dalam rumusarr
masalah kebijakan, dalam bentuk:
a) memo kebiiakan
b) telaahan staf
c) ringkasan kebiiakan
d) poliw paper

3) melaksanakan pe mantau arr
kebi.iakan, dalam bentuk:

dan evaluasi implementasi

a) telaahan staf
b) laporan hasil pemantauan
c) laporan hasil evaluasi

4l pen1rusunan Naskah Akademik, berupa:
a) Naskah Akademik RUU
b) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden
c) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Menteri
d) Naskah Akademik Rancangan Peraturan daerah

B. Rekomendasi Kebijakan

1) menyediakan rekomendasi kebij akan, berupa:
a) memo kebijakan
b) telaahan staf
c) Naskah Akademik
d) ringkasan kebijakan
e) policy poper

2) melakukan Fokus Group Diskusi kepada pejabat publik dan
pemangku kepentingan terkait dengan isu, masalah dan atau
kebdakan

3) melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakatt
c. komunikasi,koordinasi

kebijakan
advokasi, konsultasi, dan negosiasi

l) melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pejabat publik
dan pemaneku kepentinqart

2l menyelenggarakan konsultasi , dialog dan diskusi dengan
para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan
terhadap usulan rancangan kebijakan

3) melakukan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para
pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan
terhadap kebijakan

4) melal<ukan advokasi kebiiakan
5) melakukan diseminasi kebiiakart
6) menyampaikan gagasan kebij akan kepada pemangku

kepentingan
D. publikasi hasil kajian kebijakan

1) hasil kajian yang dipublikasikan dalam bentuk :

a) monograf
b) buku referensi tinskat nasional
c) buku referensi tingkat internasional
d) artikel dalam iurnal ilmiah tidak terakreditasi
e)

fl
artikel dalam iurnal nasional terakreditasi
artikel dalam iurnal internasional

2l hasil kaj ian yan g di saj ikan / dipre sentasikan pada tingkat :

a) nasional
b) internasional

3) menulis artikel di media massa
3 Pengembangan Profesl

A. oerolehan selar I iiazahkesari anaan lainnya:

@
tugasnya:

lain yang tidak sesuai dengan bidang

I Doktor (S3)

2l Maeister {S2)
3) Sari ana (Sl

B. membuat modul bahan aiar Diklat Xebiiakm
c. membuat model kebiialcan sebagai bahan Diklat Kebiiakan
D. membuat alat bantu Diklat Kebijakan

E. membuat audio visual untuk Diklat Kebijakan



F. mensembanskan buku pedoman tentans kebiiakan
G. menyu sun / mengembanekan iuklak/ i uknis di bidans analisis
H. Perolehan gelar kehormatan akademis

memperoleh gelar kehormatan akademis;
1) setara Doktor (S3)

2l setara Maeister (S2l

I perolehan penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau
penghargaan lainnya

memperoleh penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau
penghargaan lainnya
1) pengh argaan / tanda j asa S atya Lancan a Karya S atya:

a) 30 (tiea puluh) tahun
b) 20 (duaouluh) tahun
c) 10 (sepuluh) tahun

2l Pensharsaan lainnya dari pemerintah:
a) Linekat nasional
b) tinekat provinsi

JUMLAII UIYSIIR UTAI}IA I s.d. 3

UNSUR YANG DINII,AI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

I,IISUR PENIII{JAITG

PenunJang Ttrgas Andls Keblldtan
pengajar/pelatih pada diklat fungsional/ teknis di bidang

meng4jar/ melatih pada diklat fungsional/ teknis di bidang

peran serta aktif dalam
keb[jakan

seminar/ lokakarya/ konferensi di bidang

men giku ti semin ar / lokakarya/ konferen si di bidang kebij akan

mrasaran/narasumber:

bahas/moderator:

ketua panitia penyelenggara/ delegasi ilmiah:

anggota panitia penyelenggara/delegasi ilmiah:

Keanggotaan dalam Organisasi profesi

Organisasi Profesi, se

pengurus aktif:

anggota aktif:



D Keanggotaan dalam Tim Penilai

1) ketua
2) sekretaris
3) anggota

JTIML/IH I'ITSUR PEIYUNJANG

JTTMLAH T'ITSUR UTAIUA DAil TI!5STTR PEI|I'I|JAITG



L.IUIPTRAN PEI{DUKT'ITG DUPAK :

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
Surat pernyataan m elakukan kegiatan pen gemban gan profe si
Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Analis
dan seterusnya

NIP.

Catatan Pelabat Pencusul :

1.

2.
3.
4. dan seterusnya

(nama pejabat pengusul )

Catatan AncEota Tln Penllal :

1.

2.
3.
4. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

NIP.

(Nama Penilai II )

NIP.

Catataa Ketua Tln Penilal :

1.

2.
3.
4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )

NIP.



LAMPIRAN IV-B
, PERATURAN BERSAMA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
KEPAI.,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2Ol4
NOMOR : 16 TAHUN 2Ol4
?ENTANG
KETEMUAN PEId{KSANAAN PERATURAN MEMERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013 TEMANO JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERMATAAN TEI,AH MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PEI,ATIHAN FUNGSIONAL/
TEKNIS ANALIS KEBIJAKAN

SURAT PERT.IYATAAN

TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS*)

ANALIS KEBIJAKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat / golongan ruang/ TMT
Jabatan/TMT
Unit ke{a

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan/TMT
Unit keda

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis *) Analis Kebijakan sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat, tanggal, bulan, tahun
atasan langsung

Nama Jelas
NIP. .

No Nama Diklat Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Jampel

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Iftedit

Keterangan/
Bukti Fisik

1,'Q,:1),1,
jl.3:rr ' :<l': , ,itti.S

1.

2.
3.
4.
5.

dst

.) Pilih salah satu yang paling sesuai.



LAMPIRAN TV-A
PERATURAN BERSAMA
KEPAI.A LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2014
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBUK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2OT3 TEI{TANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBUAKAN DAN ANGKA
KREDITMA

CONTOH
SURAT PERMATAAN TEI,AH MENGIKUTI
PENDIDIKAN FORMAL DAN MEMPEROLEH
IJAZAH /GEI,AR

SURAT PERI{YATAAN

TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL DAN MEMPEROLEH IJAZAHIGEI.AR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan/TMT
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan/TMT
Unit ke{a

Telah menyelesaikan pendidikan formal dan mendapatijazah/gelar S1/S2/S3*) dengan data-data

sebagai berikut:
1. Nomor dan tanggal surat ijin/tugas belajar *)

2. Tanggal,bulan, tahun ijazah
3. Nama Pergurrran Tinggi
4. Jurusan
5. Kualifikasi Pendidikan
6. Tanggal, bulan, tahun lulus ujian Penyesuaian ljazah
7. Jumlah Angka Kredit

Utama/ Penunjang *)

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat, tanggal, bulan, tahun
atasan langsung

Nama Jelas
NIP. .

*) Pilih salah satu yang paling sesuai.



LAMPIRAN V
PERATURAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2014
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PEI,AKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2OL3 TENTANG JABATAI'I
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGI(A
KREDITI{YA

CONTOH
SURAT PERI.IYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN KAJIAN DAN ANALISIS
KEBIJAKAN

SURAT PERT.IYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN KAJIAN DAN ANALISIS KEBIJAKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan/TMT
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan/TMT
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan kajian dan analisis kebijakan sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat, tanggal, bulan, tatrun
atasan langsung

Nama Jelas
NIP.

No Uraian Kegiatan Tanggal
Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kegiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
Bukti Fisik

,t'2,1
+.i11.';11;4,,,iit i$Sr$#{ti1ffi8,iTi, lS

1.

2.
3.
4.
5.
dst



I,AMPIRAN VI
PERATURAN BERSAMA. KEPAI.A. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
KEPAI"A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2014
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PEI,AKSANAAN PERATURAN MEMERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NECARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPIJBUK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013 - TEMANG JABATAN
FI,'NGSIONAL ANALIS KEBUAKAN DAN ANGKA
KREDITNYA. CONTOH

SUMT PERMATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERI{YATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan/TMT
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan/TMT
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat, tanggal, bulan, tahun
atasan langsung

Nama Jelas
NIP. .

No Uraian Kegiatan Tanggal
Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kesiatan

Angka
I&edit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
Bukti Fisik

1
t.:4,',:,i

1.

2.
3.
4.
5.
dst



LAMPIRAN VII
PERATURAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2014
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESI.A
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA
KREDITI{YA

CONTOH
SURAT PERT{YATAAN MEI,AKUKAN KEGIATAN
PENUNJANG TUGAS ANALIS KEBIJAKAN

SURAT PERI{YATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS ANALIS KEBIJAKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat / golongan ruang/ TMT
Jabatan/TMT
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan/TMT
Unit kerja

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat, tanggal, bulan, tatrun
atasan langsung

Nama Jelas
NIP. .

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Analis Kebijakan sebagai berikut:

No

m
Uraian Kegiatan Tanggal

Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Keeiatan

Angka
Iftedit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
Bulcti Fisik

2:l t,!:r:t:;! .i'.;'i:,S:ii ,',t6',' ri: il ; I *,j#i:lik e+i?jii lii+I

1.

2.
3.
4.
5.

dst



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BERSAMA
KEPAI,A LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2014
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PEI,AKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAI(AN DAN ANGKA
KREDITI{YA

CONTOH
PENETAPAN ANGI(A KREDIT ANALIS
KEBIJAKAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT ANALIS KEBIJAKAN
NOMOR: .....

Instansi: ..... Masa Penilaian: .....

Ditetapkan di ...
Pada tanggal

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Tembusan disampaikan kepada: Nama Lengkap
1. Kepala Lembaga Administrasi Negara NIP. .

u.p. Kepala Rrsat Pembinaan Analis Kebijakan;
2. Sekretaris Tim Penilai;
3. Kepala Biro/Badan Kepegawaian DaerahlBadan Kepegawaian

Instansi yang bersangkutan*) ;

4. Analis Kebijakan yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang berkepentingan;dan
6. Arsip.

*) Pilih salah satu yang paling sesuai dengan kondisi instansi ybs.

I KETERANGAN PERORANGAN
1 Nama
2 NIP
3 Nomor Seri I(ARPEG
4 Panskat/Golonsan ruans TMT
5 Tempat dan Tanesal lahir
6 Jenis Kelamin
7 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
8 Jabatan F\rnssional /TMT
9 Unit Keria

II PENETAPAN ANGI(A KREDIT LAMA BARU JUMLAH

1. UNSUR UTAMA
A Pendidikan

l) Pendidikan formal
2) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Analis

Kebiiakan
3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

B Kajian dan Analisis Kebijakan
C Pengembangan Profesi
Jumlah Unsur Utama

2. UNSUR PENUNJANG
Penunians T\rsas Analis Kebiiakan
Jumlah Unsur Penunjang

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

ru DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN .

PANGKAT

.l



CONTOH
KEPUTUSAN KENAII(AN JABATAN DAI,AM
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBTJAKAN

Menimbang

Menetapkan
KESATU

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

NIP.

TEMBUSAN:
i. fepata Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)

2. Kepala Lembaga 6rlministrasi Negara;
3. feirala BKD Provinsi/BKD Kabupaten /Kota atau Biro/Bagran Kepegawaian

instansi yang bersangkutan ;*)
4. Pejabat yang Uerwenang menetapFan angta_kredit;.
S. fe'pata liani'ot p"f"i*triit perbendatraraair Negara/Kepala Biro/Bagran Keuangan Daerah

yang bersang!rutan;*)
6. Pejabat lain yang berkepentingan; dan
7. Arsip.

*) Pilih salatr satu yang paling sesuai dengan kondisi instansi ybs.
*i) Diisi apabila ada penanbahan konsiderans dan diktum yang dianggap perlu.
**f Disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

KEPUTUSAN
M ENTERI / PI M PI NAN LPNK/ GUBERNUR / BUP ATT / WALIKOTA*)

NoMoR ,......iENiAr.iC ..... ....

KENAIKAN JABATAN DAI,AM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

MENTERI/ PIMPINAN LPNK/ GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA,*)

: a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendaylgurygn Aparatur Negara dart
Reformasi B[okiasi Republik Indonesia Nomor 45 Tatrun 2O13 dan Peraturan Bersama
Kepata Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan _Kepegawaian Negara Nomor

. darr-Nomor ................, perlu untuk mengangkat Saudara ."""""'
datam Jabatan F\rngsionat Analis Kebijakan;

b.

Undang- Undang Nomor 5 Tatrun 20l4l'
peratuian Pemerintatr Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2OlO;
peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tatrun 2OO9;
peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 45 Tatrun 2013;
peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaiart
Negara Nomor 16 Tahun 2OI+ dan Nomor 16 tahun20L4;

MEMUTUSKAN:

I"AMPIRAN IX
PERATURAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
KEPAI.A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2014
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PEI.AKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAI{
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2OT3 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA
KREDITI.IYA

lnl, akan diadakan

**);

Mengingat ***) : 1.
2.

3.

4.

5.

Terhitung mulai tanggal
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja

ke dalam Jabatan F\rngsional
........)

dari Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
kredit sebesar...

*)

$liiil' i;;;# ffi il;;i;' il'id;"k;il;rr.-*,' il;"i;;ili;"}
pirbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusal ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersanglaltan untuk
diketahui dan diindatrkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di ...........
pada tanggal



LAMPIRAN X
PERATURAN BERSAMA
KEPALA LEIVIBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 16 TAHUN 2014
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAI(AN DAN ANGKA
KREDITI.IYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KEBIJAKAN 

KEPUTUSAN
MENTERI / PIM PINAN LPNK/ GUBERNUR/ BUPATI / WALI KOTA*)

NOMOR: .........
TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

MENTERI / PI M PINAN LPNK/ GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA, *)

Menimbang NIP jabatan..

;.,.# ;,;il J:*'#l,i- 1,:'fr",*:T:i. ::::::::::::::::::

Mengingat ***) 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
2. Peratuian Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan

Perahrran Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparahrr Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2Ol3;
5. Peiaturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2OL4 dan Nomor 16 tatrun 2OL4;

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan
KESATU Terhitung mulai tanggal

Fungsional Analis Kebijakan:
a. Nama
b. NIP

membebaskan sementara dari Jabatan

c. Pangkat/Golonganruang/TMT
d. Unit Kerja

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

b.

**)
**)

akanil;ii;'k;;;;;; ;; ;;*;;; ;;;j'p.t k;il;ffi;; ';;i;; k;;;t.,;^,, i,,i,
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya'

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersanglantan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di :......
pada tanggal :......

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)

2. Kepala l,embaga Administrasi Negara;
3. Xei*a BKD Provinsi/BKD Kabupaten /Rota atau Biro/Bagan Kepegawaian

instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka-kredit;
S. fepafa X*ioi F"i"V*it Perbendaharaai Negara/Kepala Biro/Bagran Keuangan Daerah

yang bersangkutan;*)
6. Pejalat lain yang berkepentingan; dan
7. Arsip.

") Pilih salatr satu yang paling sesuai dengan kondisi instalsi ybs.
*) Diisi apabila ada penambatran diktum yang dianggap perlu.
***) Disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.



LAMPIRAN XI
PERATURAN BERSAMA
KEPAI,A LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2014
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PEI,AKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2OL3 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA
KREDITT\TYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN ANALIS KEBIJAKAN

Menimbang

Mengingat ***)

Menetapkan
KESATU

KEPUTUSAN
MENTERI / PI M PINAN LPNK/ GUBERNUR/ BU PATI / WALIKOTA*)

NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN ANALIS KEBIJAKAN

MENTERI / PIMPINAN LPNK / GUBERNUR/ B UPATI / WALIKOTA, *)

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Perahrran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2OL3,
perlu untuli mengangkat kembali Saudara dalam Jabatan Analis
Kebijakan;

b 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::: :*i..;i;"""'

1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2OL4;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun L994 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013;
5. Peiaturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2Ol4 dan Nomor 16 tahun 2014;
MEMUTUSI(AN :

Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :

b. NIP :

c. Pangkat/golongan rrrang/TMT :

d. Unit kerja :

Dalam jabatan
(.................).

dengan angka kredit sebesar

**l
t

**)

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam- keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di ....
pada tanggal

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

NIP.

TEMBUSAN :

l. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)

2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. fe-pala BKD Provinsi/BKD Kabupaten /Kota atau Biro/Bagran Kepegawaian

instansi yang bersangkutan;")
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. fepata frant-or Pelayandir Perbendatraraan Negara/KepalaBiro/Bagran Keuangan Daeratt

yang bersangkutan;*)
6. Pejabat lain yang berkepentingan; dan
7. Arsip.

1 Pilih salah satu yang paling sesuai dengan kondisi instansi ybs.
*; niisi apabila ada pena:nbahan konsiderans dan diktum yang dianggap perlu.
#*) Disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.



CONTOH
KEPUTUSAN
JABATAN
KEBIJAKAN

Menimbang

Mengingat ***)

Menetapkan
KESATU

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

PEMBERHENTIAN DARI
FUNGSIONAL ANALIS

KEPUTUSAN
MENTERI / PIMPINAN LPNK / GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA*)

NOMOR: ............
TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

M ENTEzu / PIMPINAN LPNK/ GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA, *)

a. bahwa Saudara NIP jabatan
pangkat/golongan mang ... terhitung mulai tanggal
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor
tanggal .....telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai
Negeri Sipil dalam jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan, perlu memberhentikan
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan fungsional Analis Kebijakan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ql4;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OLO;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun L994
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2Ol3;

1.
2.
3.

4.

5.

6.

I,,AMPIRAN XII
PERATURAN BERSAMA
KEPAI,A LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2014
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAI{ MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESI,A
NOMOR 45 TAHUN 2OT3 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA
KREDITNIYA

sebagaimana telah diubah dengan

sebagaimana telah diubah dengan

Negara dan Reformasi Birokrasi

Negara dan Kepala Badan
16 tatrun 2O14;...***)

ditetapkan di ...
pada tanggal

Perahrran Bersama Kepala Lembaga Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2074 dan Nomor

MEMUTUSI(AN :

Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan
hormat dari Jabatan fungsional Analis Kebijakan:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :

d. Unit Kerja :

$;ii; k;;;i;; ;;;;;;;;;;;;;;;;; i;ii;il;; ;;h* k;0"*..")i'i, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Kepuhrsan ini disampaikan kepada Pegawai .Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

NIP.

TEMBUSAN:
l. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; ")
2. Kepala kmbaga Administrasi Negara;
3. Xebata BKD Piovinsi/BKD Kabupaten /Kotaatau Biro/Bagran Kepegawaian

instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
S. Xepafa (ariot Pelayandir Perbenldatraraan Negara/Kepala Biro/Bagran Keuangan Daerah

yang bersangkutan;*)
Pejabat lain yang berkepentingan; dart
Arsip.

Pilih salatr satu yang paling sesuai dengan kondisi instansi ybs.
Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
Dise su aikan dengan peraturan perun dan g-u ndangan yang terbaru.

6.
7.

*)
**)
**)



CONTOH
KEPUTUSAN PEI.TYESUALAN/INTPASSIIVG
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KEBIJAI(AN

Menimbang

Mengingat***)

Menetapkan
KESATU

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BERSAMA
KEPAI.A LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
KEPAI.A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2014
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAI-I
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESI.A
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAI(AN DAN ANGKA
KREDITI{YA

Kepala Badart

ditetapkan di
pada tanggal

KEPUTUSAN
MENTERI / PIMPINAN LPNK/ GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

NoMoR' 'ffii,ri;i-rd

PEI{YESUAIAN/ I/VPASSIATG DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

MENTERI / PIMPINAN LPNK/ GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA,*)

: a. bahwa Saudara NIP dengan Keputusan Nomor ......, tanggal:
terhitung mulai tanggal ............... telah ditugaskan melakukan kegiatan Analis

Kebijakan pada ....................;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparalur Negara dan

Reformasi girokrasi RepuUtit Indonesia Nomor 45 Tatrun 2013, pgrlu menetapkan
keputusan penyesuaiartf inpassing dalam jabatan dan angka lcredit Analis Kebljakan.

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
2. Peratuian pem-erintatr Nomor 16 Tatrun L994 sebagaimana telah diubah dengart

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. peraturan pemerintatr Nomor 9 Tatrun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
4. peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 45 Tatrun 2013;
5. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan

Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2OL4 dan Nomor 16 tatrun2Ol4;
MEMUTUSI(AN :

:

: Terhitung mulai tanggal ... Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/Golongan ntang/TMT
d. Unit Kerja : -...........
disesuaikan dalam jabatan dengan angka kredit sebesar ...r........(..:......:) .sesultl
alr"-g*t 1,"*pit*, V peraturan Menteri Fendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birol<rasi Refublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013.: ........... """"""""'::l

: ........... """""'r","*i): Adt-il" [.*"aiu" h*i 6;t"tq trta"pat Lekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
pirbaikan dan perhitungan liembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pggawai Negeri Sipil yang bersanglutan untuk
diketahiri dan diindahkan Sebagaimana mestinya.

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badal Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangl'mtan; *)

2. Kepala Limbaga Administrasi Negara; . ,
3. Xeirala BKD dovinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro /Bagan Kepegawaiart

instansi yang bersangkutan ; 
*)

4. Pejabat yang Uerwenang menetapkqn ang$-kredit;
S. Kepala f"trtiriF.f.V."fi. Rerbendatraraair Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daeralt

yang bersangkutan;*)
6. Pejabat lain yang berkepentingan; dart
7. Arsip.

*) Pilih salah satu yang paling sesuai dengan kondisi instansi ybs.
*i; niisi apabila adi pe-n-ambahan diktum yang dianggap perlu.
**l) Disesn*it art dengan peraturan pemndarrg-undangan yang terbaru.



LAMPIRAN XIV
PERATURAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2014
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA
KREDITNYA

""$?H.lH,?i1fi3HHffi |#*H#1^H&H3,i*

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITI{YA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang

kajian dan analisis kebijakan publik dan unhrk
meningkatkan kineda organisasi perlu ditetapkan jabatart

fungsional Analis Kebij akan;

bahwa Peraturart Menteri Pendayagunaan Aparahrr

Negara dal Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2Ol2 tentang

Jabatan F\rngsional Analis Kebijakan dan Angka l{reditnya

dipandang belum dapat memenuhi tuntutan kualitas dan

kebutuhan sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dal hu11f b, perlu menetapkan Peraturart

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara darr Reformasi

Birokrasi Republik Ind.onesia tentang Jabatan Fungsional Analis

Kebijakan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun L974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaral Negara Republik Indonesia

Tatrun Lg74 Nomor 55, Tambahal Lembaran Negara Repubfik

Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telatr diubah dengart

undang-undang Nomor 43 Tahun L999 (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 169, Tambahart

Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Mengingat : 1.

b.

c.

2. Undartg-Undang ....



3.

-2-

2. Undang-Undang Nomor 32 Tatrun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah dua kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a3a4l;

Peraturart Pemerintah Nomor 4 Tatrun L966 tentang

Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun L966 Nomor 7,

Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27971;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tatrun 1994 tentang Jabatan

F\rngsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun L994 Nomor 22, Tambahart

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35471,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun

2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 2000 Nomor Ig4, Tambahan kmbaran Negara Republik

Ind.onesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubatr dengan

Peraturart Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembarart

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor L22,

Tambahart Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a332l.;

Peraturan Pemerintatr Nomor 98 Tatrun 2000 tentang

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (L,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20oo Nomor 195, Tambahart

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 16)'

sebagaimana telah diubah dengan Perahrran Pemerintatr Nomor

11 Tahun 2oo2 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 2OO2 Nomor 31, Tambatran Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4L921;

Peraturan Pemerintatr Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikal

Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4}LTL sebagaimana telatr

diubatr d.engan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OO2

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor

32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a 1e3);

4.

5.

6.

7.

8. Peraturan ... .



8.

-3-

Peraturan Pemerintatr Nomor 10 1 Tatrun 20OO tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 198,
Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a019);

Peraturan Pemerintatr Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4263]r sebagaimana telatr diubatr dengan Peraturan Pemerintatt

Nomor 63 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2OO9 Nomor L64|';

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OLO tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O10 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5135);

1 1. Peraturart Pemerintah Nomor 46 Tatrun ?OIL tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Dll Nomor l2I, Tambahart

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2OO9 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Fresiden Nomor 55 Tatrun 2OL3 (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O13 Nomor 125);

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun ?OLO tentang

Kedudukan, Tfigas, dan Fungsi Kementerian Negara serta

Susunan Organisasi, T\rgas, Dan F\rngsi Eselon I

Kementerial Negara sebagaimana telatr beberapa kali diubatr,

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tatrun 2013

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor L26l;

14. Peraturan Presiden Nomor 57 Tatrun 2OL3 tentang

Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2013 Nomor L27l;

15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Ftrngsional Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan Presiden Nomor 97

Tahun 2OL2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OL2 Nomor 235);

9.

16. Keputusan ...



Menetapkan

-4-

16. Keputusan Presiden Nomor 59lP Tatrun 2OLL;

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yarig dimaksud dengan:

1. Jabatan F\rngsional Analis Kebijakan adalatr jabatan fungsional

tertenflr yang mempunyai ruang lingftttp tugas, tanggungiawab,

dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis

kebliakan dalam lingkungan instansi hrsat dan Daerah.

2. Analis Kebijakan adalatr Pegawai Negeri Sipil yang

diberikan tugas, tanggungiawab, dan wewenang untuk
melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam linglarngart
instansi Rrsat dan Daerah.

3. Kajian dan Anatisis Kebijakan adalah kegiatan mengkaji dart

menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip- prinsip

profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan

efektifitas untuk mencapai tujuan tertenhr dan/atau
menyelesaikan masalah-masalah publik.

4. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Analis Kebijakart

adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh

pejabat yang ber-wenang dan bertugas menilai prestasi kerja

dan menentukan angka kredit Analis Kebijakan.

5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dart

atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai

oleh pejabat fungsional Analis Keb{jakan dalam rangka

pembinaan dan pengembangan karier yang bersangkutan.

6. Tanda PenghargaanlTanda Jasa adalah tanda

kehormatan yarrg diberikan oleh pemerintatr berupa Satya

Lencana Karya Satya sesuai peraturan perrrndang-

undangan.

T . Organisasi profesi adalah organisasi profesi Analis Kebijakan.

BAEI II ...
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BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu
Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan termasuk dalam
rumpun manajemen.

Bagran Kedua
Kedudukart

Pasal 3

(1) Analis Kebijakan berkedudukan sebagai pelaksana

fungsional di bidang kajian dan analisis kebijakan pada instansi
pusat dan daeratr.

(21 Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (U

menrpakan j abatan karier.

Bagian Ketiga
T\rgas Pokok

Pasal 4

T\rgas pokok Analis Kebijakan yaitu melaksanakan kajian dan

analisis kebijakan.

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakart

adalatr Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 6

(1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain mempunyai kew4jibal sebagai berikut:

a. menJ^rsun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan

fungsional Analis Kebijakan;

b. menJrusun pedoman formasi jabatan fungsional Analis
Kebijakan;

c. menetapkal standar kompetensi jabatan fungsional
Analis Kebijakan;

d. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Analis
Kebijakan;

e. mensosialisasikan jabatan fungsional Analis Kebijakan;

f. menJrursun lnrrikulum pendidikan dan pelatihan fungsional

dan teknis fungsional Analis Kebijakan;

g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional dan

teknis Analis Kebijakan;

g. menyelenggarakan ...
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h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional
Analis Kebijakan;

i. memfasilitasi pembenhrkan organisasi profesi Analis
Kebijakan

j. memfasilitasi penyusun€ul etika profesi dan kode etik
Analis KebUakan;

k. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Tim
Penilai jabatan fungsional Analis Kebijakan; dan

l. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka
penjaminan lmalitas jabatan fungsional Analis

Kebijakan

(21 Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas

pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatart

fungsional Analis Kebijakan secara berkala sesuai dengart

perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri

Pend.ayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

dengag tembusan Kepala Badal Kepegawaian Negara.

BAB IV JENJANG
JABATAN

Pasal 7

(1) Jenjang Jabatan F\rngsional Analis Kebijakan Tingkat Ahli dari

yang paling rendah sampai dengarr yang paling tinggi, yaitu:

a. Analis Kebiiakan Pertama;

b. Analis Kebijakan Muda;

c. Analis Kebiiakan Madya; dan d.

Analis Kebij akart Utama.

(21 Jenjang Pangkat dan golongan ruang Analis Kebijakart
' sebagaimala dimaksud pada ayat (1), sesuai dengal perahrral

penrndang-undangan.

BAB V

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI DAI"AM

PEMBEzuAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

(1) Unsur kegiatan jabatan fungsional Anatis Kebijakan yang dapat

dinilai angka kreditnya terdiri dari :

a. unsur ...
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a. unsur utama; dan

b. unsur penunjang.

(21 Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hun f a
terdiri atas sub unsur:

a. pendidikan;

b. kqiian dan analisis kebitjakan; dan

c. pengembangan profesi.

(3) Sub unsur kajian dan analisis kebijakan terdiri dari:

a. melakukan riset dan analisis kebijakan;

b. memberikan rekomendasi kebdakan;

c. melakukal komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi
dan negosiasi kebijakan; dan

d. melakukan publikasi hasil kajian kebijakan.

(4) Sub unsur pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) hun.f c, terdiri atas:

a. memperoleh ljazahl gelar kesarjanaan lainnya;

b. membuat modul bahan ajar diklat kebijakan;

c. membuat model kebijakan sebagai bahan diklat kebijakan;

d. membuat alat bantu diklat kebiiakan;

e. membuat audio visual untuk diklat kebijakan;

f. mengembalgkan bukq pedomal tentalg kebijakan;

g. menyusun/mengembangkan juklak/juknis di bidang

analisis kebijakan;

h. memperoleh gelar kehormatan akademis; dan

i. memperoleh penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan

atau penghargaan lainnYa

(5) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 huruf b,

terdiri atas:

a. mengajar/melatih pada diklat kebijakan;

b. berperan aktif dalam seminar llokakarya/konferensi/
delegasi ilmiah di bidang kebijakart

c. menjadi pengurus/anggota dalam organisasi profesi analis

kebijakan;

d. menjadi tim penilai angka kredit jabatan fungsional Analis
Kebijakan;

(6) Rincian ...
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(6) Rincian kegiatan dan satuan hasil dari masing-masing unsur
dan sub unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21

dan ayat (5) diberikan angka kredit sebagaimana tercanhrm
dalam Lampiran I yang merupakan bagran tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

(71 Angka kredit kegiatan sub unsur kajian dan analisis
kebijakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
merupakan angka kredit paling tinggr yang dapat
diberikan per satu satuan hasil kegiatan Analis Kebijakan.

Pasal 9

(1) Analis Kebijakan Pertama sampai dengan Analis
Kebijakan Utama dapat melaksanakan selumh kegiatan pada

sub unsur kajian dan analisis kebijakan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I baik secara individual maupun
dalam tim berdasarkan penugasan secara tertulis dari
pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

(21 Pemberian angka kredit bag Analis Kebijakan Pertama
sampai dengan Analis Kebijakan Utama yang melaksanakan
kegiatan sub unsur kajian dan analisis kebijakan baik secara

individual maupun dalam tim sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria dan prosedur
peny,rsunan satuan hasil yang ditetapkan lebih lanjut oleh

Kepala Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 10

(1) Pada awal tahun, setiap Analis
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang
(satu) tahun berjalan.

Kebijakan wqiib menJ^rsun
akan dilaksanakan dalam 1

(2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Analis Kebijakan yang

bersangkutan.

(3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.

(4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telatr disetujui dart

ditetapkan dapat dilakukan penyesuaiart.

Pasal 1 1

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus
dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat

dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Analis Kebijakart

setingkat lebih tinggr untuk:

a. Analis ...
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a. Analis Kebijakan dengan pendidikan Sarjana (S 1)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisatrkan dari Peraturarr
Menteri ini;

b. Analis Kebijakan dengan pendidikan Magister (S2)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
dan

c. Analis Kebijakan dengan pendidikan Dolrtor (S3)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisatrkan dari Peraturan
Menteri ini.

(21 Jumlah angka kredit yang harus dikumpulkan unhrk
kenaikan pangkat/jabatan Analis Kebijakan setingkat
lebih tings berasal dari:

a. unsur utama, paling rendah 80o/o dafi jumlah angka
kredit yang dipersyaratkan;

b. unsur penunjang, paling banyak 2Oo/o dari jumlah angka

kredit yang dipersyaratkan.

Pasal 12

Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan mang IY /a
yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan

ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan

ruang IY le disyaratkan mengumpulkan angka kredit dari
unsur pengembangan profesi.

Pasal 13

(1) Analis Kebijakan yang telatr memiliki angka kredit yang

d.iperoleh dari pelaksanaan tugas pokok melebihi angka kredit
yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat

setingkat lebih tirgg, kelebihan angka kredit tersebut dapat

diperhitungkan untuk kenaikan j abatan I p aurrgkat berikutnya.

(21 Analis Kebijakan yang telah memenuhi atau memiliki angka

kredit melebihi dari yang dipersyaratkan untuk kenaikan
jabatan dan/atau pangkat pada tahun pertama dalam masa
jabatan dxt/atau pangkat yang didudukirYo, pada tatrun
kedua diwajibkan memenuhi pafing kurang 2Oo/o (dua puluh
persen) angka kredit dari jumlatr angka kredit yang

dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat

setingkat lebih tingg yang berasal dari tugas pokok.

Pasal L4 ...
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Pasal 14

Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang
lY le, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi
paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatart
tugas pokok dan pengembangan profesi.

BAB VII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 15

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian dart

penetapan angka kredit, setiap Analis Kebijakan wajib

mendokumentasikan selumh sattran hasil yang diperoleh

sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

(21 Hasil penilaian angka kredit dalam SKP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang

berwenang menetapkan angka kredit melalui sekretariat tim
penilai sebagai bahan pertimbarlgan dalam penetapan angka

kredit untuk kenaikan pangkat ljabatan setingkat lebih tinggi.

(3) Penetapan angka lrredit sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilakukan paling lnrrang 2 (dua) tahun sekali.

BAB VIII

TIM PENILAI, PF.-IABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT'

DAN PE.IABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA

KREDIT
Bagian Kesatu

Tim Penilai

Pasal 16

Untuk menjamin objelrtivitas penilaian dan penetapan angka

kredit, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit

dibantu Tim Penilai jabatan fungsional Analis Kebijakan.

Tim penilai jabatan fungsional furalis Kebijakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikart

pertimbangan terhadap hasil penilaian angka lrredit dalam SKP

dal angka kredit pelaksanaan tugas penunjalg Analis

Kebijakan.

(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

(1)

(21

a. Tim ...
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Tim Penilai bagt Kepala Lembaga Administrasi Negara atau
pejabat eselon I yang ditunjuk sebagai pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit yang selanjutnya
disebut Tim Penilai hrsat;

Tim Penilai bagr Pimpinan Instansi Rrsat atau pejabat
eselon II yang dihrnjuk sebagai pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit yang selanjutnya disebut Tim
Penilai Instansi;

Tim Penilai bagr Sekretaris Daerah Provinsi atau

Pejabat Eselon II yang ditunjuk sebagai pejabat yang

benvenang menetapkan angka kredit, yang selanjutnya

disebut Tim Penilai Provinsi; dart

Tim Penilai bagt Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
atau Pejabat Eselon II yalg ditunjuk sebagai pejabat yang

berwenang menetapkal angka kredit, yaflg selanjutnya

disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 17

Tim Penilai jabatan fungsional Analis Kebijakan terdiri dari

pejabat yang berasal dari unsur telcris yang membidangi Analis

Kebijakan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Analis

Kebijakan.

Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris meranskap anggota; dart

c. paling krrrang 3 (tiga) orang anggota

Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c, paling sedikit 2 dua) orang dari pejabat fungsional Analis

Kebijakan.

Anggota Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota pada ayat (21

huruf c, paling sedikit 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/

Kabupaten/Kota.

Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (21

humf b, harus berasal dari unsur kepegawaian'

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
a. menduduki jabatanlparrgkat paling rendah salna dengart

j abatan/ pangkat Analis Kebijakan yang dinilai;

b. memiliki keahlial serta kemampuan untuk menilai

prestasi kerja Analis Kebijakan; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.

c.

d.

(1)

(21

(3)

(4)

(s)

(6)

(7) Apabila ...
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(71 Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 tidak dapat dipenuhi dari Analis
Kebijakan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari
Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk
menilai prestasi kerja Analis Kebijakan.

Pasal 18

Apabila Tim Penilai Instansi belum terbentuk, penilaian
angka kredit Analis Kebijakan dapat dimintakan kepada Tim
Penilai Rrsat.

Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaiart
angka kredit Analis Kebijakan dapat dimintakan kepada Tim
Penilai Provinsi lain yang terdekat atau Tim Penilai Rrsat.

Apabila Tim Penilai Kabupatenf Kota belum terbenhrk,
penilaian angka kredit Analis Kebijakan dapat dimintakart
kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat, Provinsi lain
yang terdekat, atau Tim Penilai Rrsat.

(4) Pembentukan dan
ditetapkan oleh:

susunan Anggota Tim Penilai

a. Kepala Lembaga Administrasi Negara atau pejabat eselon I
yang ditunjuk untuk Tim Penilai Rrsat;

b. Pimpinan Instansi Rrsat atau pejabat eselon II yang

ditunjuk untuk Tim Penilai Instansi;

c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;

dan

d. Sekretaris Daeratr Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai

Kabupaten/Kota.

Pasal 19

(1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalatr 3 (tiga) tahun dart

dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(21 Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota tim penilai

dalam 2 (dua) masa jabatan bertumt-tunrt, dapat diangkat

kembali setelatr melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa

jabatan.

(3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang il<rt dinilai,
maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim

Penilai pengganti.

Pasal 2O

Tata kerja Tim Penilai jabatan fungsional Analis Kebijakan dan

tata cara penilaial angka kredit Analis Kebijakan ditetapkan

Instansi Pembina.

Bagian Kedua ...
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Bagian Kedua
Pejabat Yang Mengusulkan Angka Iftedit

Pasal 2I
Usul Penetapan angka kredit Analis Kebijakan diajukan oleh:

a. Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawatan pada masing-
masing instansi hrsat dan Sekretaris Daerah Provinsi/
Kabupaten/Kota kepada Kepala Lembaga Administrasi
Negara bagr Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina
Tingkat I, golongan ruang lV /b sampai dengan Analis Kebijakan
Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang lY /e di
lingkungan Instansi Pr.rsat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

b. Pejabat Eselon II atau pejabat lain yang ditunjuk paling

rendatr eselon III yang membidangi kepegawaian kepada

Pimpinan instansi atau pejabat eselon II yang ditunjuk bagi

Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan

ruang lllla sampai dengan Analis Kebdakan Madya, pangkat

Pembina, golongan mang lV la yang bekerja di linglamgan
masing-masing Instansi Pusat.

c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada

Sekretaris Daeratr Provinsi/Kabupaten/Kota atau Pejabat

Eselon II yang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pert€una, pangkat

Penata Muda, golongan ruang lll/a sampai denganAnalis

Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongart ruang lY /a
di lingkungan Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Bagran Ketiga

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 22

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:

a. Kepala Lembaga Administrasi Negara atau pejabat eselon I yang

ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pert€una, pangkat Penata Muda,

golongan ruarrg lllla sampai dengan Analis Kebijakan Utama,

pangkat Pembina Utama, golongan ruang IY le di tingkungan

Lembaga Administrasi Negara dan bag Analis Kebiiakan

Mad.ya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b
sampai dengan Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina

Utama, golongan ruang IV/e di linglmngan instansi pusat dan

in stan si Provinsi/ Kabu paten / Kota.

b. Pimpinan ...
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b. Pimpinan Instansi Rrsat atau pejabat eselon II yang
ditunjuk bagt Analis Kebijakan Pert€una, Pangkat Penata Muda,
golongan nrang Illla sampai dengan Analis Kebiiakan Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IY /a di lingkungan Instansi
masing-masing.

c. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang

ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pert€una, pangkat Penata Muda,
golongan ruang lllla sampai dengan Analis Kebdakan Madya,
pangkat Pembina, golongan ruanglY /a di lingkungan Provinsi.

d. Sekretaris Daeratr Kabupaten/Kota atau pejabat Eselon II yang

ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pert€una, pangkat Penata Muda,
golongan rrang lIl/a sampai dengan Analis Kebijakan Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IY /a di lingkungart

upaten/ Kota.

Pasal 23

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit, digunakan untuk
mempertimbangkan kenaikan pangkat dan jabatan Analis
Kebij akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(21 Hasil penetapan angka kredit yang ditetapkan oleh

Pimpinan instansi, Sekretaris Daeratr Provinsi, dan Selrretaris

Daerah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Instansi

Pembina.

BAB IX PENGANGKATAN DAI"AM

JABATAN Pasal 24

Pejabat yang berwenang mengangkat PNS dalam jabatan Analis

Kebijakan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengart

p eraturan perundang-undan gan.

Pasal 25

(1) Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk pertama kali alam

jabatan Analis Kebijakal harus memenuhi syarat:

a. berijazah paling rendah sarjana (sl)/Diploma IV;

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan mang
IrI/a;

c. mengikqti dan lulus pendidikan dan pelatihan

fungsional untuk Analis Kebiiakan; dan

d. nilai prestasi kerja pating kurang bernilai baik dalam

1 (satu) tatrun terakhir

(2) Bagi ...
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Bagt Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk pertama kali
dalam jabatan Analis Kebijakan dengan ijazah Magister
(S2) dari perguruan tinggl yang paling kurang terakreditasi B,

dapat diangkat dalam jabatan Analis Kebijakan Pertama
dengan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.

Bagr Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk pertama kali
dalam jabatan Analis Kebijakan dengan ijaz,ah Doktor (S3) dari
perguman tingg yang paling kurang terakreditasi B, dapat
diangkat dalam jabatan Analis Kebijakan Muda dengan pangkat

Penata golongan ruang III/c.

Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatart

fungsional Analis Kebijakan yang telah ditetapkan melalui

pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling lama 2 (dua) tahun setelatr diangkat menjadi Pegawai

Negeri Sipil harrs diangkat dalam Jabatan Ftrngsional Analis

Kebijakan.

(6) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan fungsional/
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf c' diatur
lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara

selalm Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis

Kebijakan.

Pasal 26

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke

dalam jabatan Analis Kebijakan dapat dipertimbangkan dengart

ketentuan sebagai berikut:

a. benjazah paling rendah magister (S2) dari Perguruan tinggr

paling kurang terakreditasi B,

b. pangkat paling rendatr Penata, golongal ruagg III/c;

c. lulus uji komPetensi;

d. memiliki kompetensi analisis kebijakan yang dibulctikart

dari pengalaman jabatan paling kurang 5 tatrun seca.ra

kumulatif;

e. tersedia formasi untuk jabatag Analis Kebijakan;

f. nilai prestasi keda paling limrang bernilai baik dalam 2

(dua) tatrun terakhir; dart

g. usia paling tinggr 50 (lima puluh) tatrun'

(3)

(4)

(s)

(2) Ketentuan ...
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Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Analis Kebijakan, diatur
lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

BAB X
KOMPETENSI

Pasal2T

PNS yang menduduki jabatan fungsional Analis Kebijakart

harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengart

jenjang jabatan.

Kompetensi Analis Kebijakart meliputi:

a. kemampuan analisis;
b. kemampuan politis (political skill);

Penjaminan. pemenuhan standar kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan (21 dilakukan melalui uji
kompetensi.

Rincian staldar kompetensi setiap jenjang jabatan dart

pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan (3) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

BAB XI PENDIDIIGN DAN

PELATIHAN

Pasal 28

Unhrk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Analis

Kebijakan harus diikutsertakan pendidikan dan pelatihan.

pendidikan dan pelatihan yang diberikan bag Analis

kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan

dengan hasil analisis kebutuhan diklat.

(3) pendidikan dan Pelatihan yang diberikan bagr Analis Kebijakart

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:

a. pendidikan formal;

b. pendidikan dan pelatihan fungsional;

c. pendidikan dan pelatihan teknis'

(4) pendidikan formal bagr Analis Kebijakan untuk jenjang

pendidikan yang lebih tinggr dapat ditempuh melalui pemberian

tugas belajar atau ijin belajar.

(5) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan serta

pedoman penyusunan analisis kebutuhan diklat jabatart

fungsional Analis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan (2) lebih lanjut ditetapkan oleh instansi pembina.

(1)

(21

(3)

(4)

(1)

(21

BAB XII ...
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BAB XII
FORMASI

Pasal 29

(1) Penetapan formasi Analis Kebijakan didasarkan pada

kebutuhan organisasi yang diperoleh dari analisis beban kerja.

(21 Pedoman penghitungan formasi jabatan Analis Kebijakart

diatur lebih lanjut oleh instansi Pembina.

BAB XIII
KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN

Pasal 30

(1) Analis Kebijakan dapat dinaikkan pangkat, apabila

memenuhi syarat:

a. mencapai angka kredit yang dipersyaratkan;

b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tatrun dalam

pangkat;

c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir; dan

d. syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan.

(Zl Analis Kebijakan dapat dinaikan jabatannya setingkat lebih

tinggr, apabila memenuhi sYarat:

a. mencapai angka kredit yang dipersyaratkan dalam

pangkat terakhir;

b. memiliki masa kerja 1 (satu) tatrun dalam jabatan;

c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir; dan

d. tersedia formasi jabatan.

(3) Analis Kebijakan yang akan naik jabatan ke jenjang

Utama, selain memenuhi ketentual pada ayat (2]l, wajib

memiliki ijazah Doktor atau sederajat.

(4) Analis Kebijakan yang akan naik jabatan diikuti dengart

kenaikan pangkat, kenaikan jabatan ditetapkan sebelum

kenaikan pangkat.

BAB XIV ...
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BAB XIV
PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagran Kesatu
Pembebasan Sementara

Pasal 3 I
Analis Kebijakan dibebaskan sementara dari jabatannya,

apabila:

a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali unhrk
persalinan anak keempat dan seterrrsnya;

c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau

d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Analis

Kebijakan,

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 32

(1) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana

dimaksud datam Pasal 31 hunrf a, dapat diangkat kembali

dalam jabatan Analis Kebijakan apabila berdasarkan kepufusart

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan huktrm yang

tetap dinyatakan tidak bersalatr atau dijatuhi pidana

percobaan.

(21 Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dapat diangkat kembali ke

datam jabatan Analis Kebijakan apabila yang bersangkutan

telatr selesai cuti di luar tanggunga-n negara.

(3) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, hanrs diangkat kembali ke

dalam jabatal Analis Kebijakan setelatr habis masa flrgas

belajarnya.

(4) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dapat diangkat kembali ke

dalam jabatan furalis Kebijakan apabila yang bersangkutan

ditugaskan kembali ke unit yang membidangi kajian dart

analisis kebijakan.

(5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Andis

Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan

(3), dengan menggunakan angka kredit teraktrir yang

dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok

Analis Kebijakart
sementara.

yang diperoleh selama Pembebasan

(6) Pengangftatan ...
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(6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Analis Kebijakan
sebagaim€uta dimaksud pada ayat (a) harus memenuhi sebagai
berikut :

a. lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan sesuai
dengan pangkat terakhir yang dimilikinya;

b. usia paling tinggr 54 (lima puluh empat) tahun.

Pasal 33

Pembebasan sementara dan pengangkatan kembali jabatan Analis
Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Pasal 34

(1) Analis kebijakan yang tidak dapat mencapai target angka kredit
yang ditetapkan dalam SKP dibawah s0o/o dijatuhi hukuman
disiplin se suai peraturan perundang-undangan.

(21 Analis Kebijakan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat
bempa pemindatran dalam rangka penurunan jabatan,

melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang

baru.

(3) Penilaian prestasi kerja dalam masa hulmman disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dinilai sesuai

dengan jabatan yang bam.

BAB XIV
PEI{YESUAIAN (.nrPASSmrq DALAM JABATAN DAN ANGKA

KREDIT

Pasal 35

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturart

Menteri ini telatr dan masih menjalankan tugas di bidang kaiiart

dan analisis kebijakan berdasarkan keputusan pejabat yang

benvenang dapat disesuaikan (di-fnpas sing) ke dalam jabatart

fungsional Analis Kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(21 Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan (di-tnpa-ssing)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat

sebagai berikut:

a. berijazah paling rendah magister (S2) dari perguruan

tingg paling kurang terakreditasi B;

b. pangkat paling renda?r Pembina tingkat I, golongart

ruarlg lY /a;
c. memiliki ...
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c. memiliki kompetensi analisis kebijakan yang
dibuktikan dari pengalaman jabatan paling kurang 5 tatrun;

d. lulus uji kompetensi;

e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1

(satu) tatrun terakhir; dan

f. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun

(3) Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2l', diberikan angka kredit
sebagaimana tercantum dalam lampiran V yarrg mempakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

(4) Angka kredit sebagaimana tersebut dalam lampiran V
Peraturan Menteri ini, hanya berlaku sekali selama masa

inpassing.

(5) Pelaksanaan penyesuaian (inpassing) harus didasarkan pada

formasi jabatan Analis Kebijakan.

(6) Batas waktu pelaksanaan penyesuaian (inpa^ssing) paling
lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini
diundangkan.

(71 Tata cara penyesuaian (inpassing) dan pelaksanaar uji
kompetensi dalam rangka inpassing diatur lebih lanjut oleh

Instansi Pembina.

BAB XVII KETENTUAN

LAIN.LAIN

Pasal 36

Untuk kepentingan dinas dan pengembangan karier, Analis
Kebijakan dapat dipindahkan ke dalam jabatan stmktural atau
j abatan fungsional lain.

BAB XVIII KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diahrr lebih lanjut
oleh Kepala kmbaga Administrasi Negara dan Kepala Badart

Kepegawaian Negara.

Pasal 38 ...
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Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5
Tatrun 2Ol2 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebiiakan dan
Angka Ifteditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlalm.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2013

MENTEzu PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AMIR SYAMSUDIN

BEzuTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OL3 NOMOR 1342

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Hukum, Komunikasi dan Informasi Rrblik,



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRA,SI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALTS KEBIJAKAN
DAN A.FIGKA KREDITI,IYA

RINCIAN KEGI.ATAN DAN A.I{GKA KREDIT JABATAT{ FTJNGSIONAL AIIALIS KEBIJA$AN

NO. UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGTATAN SATUAT{ HASTL (SRrnPt
ANGKA
KREDTT

PEI.AKSANA

I t:ili;,li:rt:,:.ili'+,;r-2,r il;i;:i.ijlr,,,;,;#+;iyl1:1!;,li!;{;:iS?13:iii.lii;,ll.rll;li;;:,r:#r,fi:l;'gf{'}L E4+. 'ir.*H#i#lttr€#:iiil."iffi,.-tTY#f$i#3 iH44 Z!+#;:,H;j"+$iEJii

I ?endidikan A Pcndidikan Scl@lah dan Mempcroleh
IjaaahlGelar

Mensikuti oendidikan sckolah dan mempcrolch gclar/ijazah:

I Doktor (S3) Ijazah 200 Scmua jenjang

2 Mot'stcr (S2) ljazeh 150 Scoua jenjang

3 Sarjana (srl Uazah lo0 Scmua jenjang

B Diklat fungsional/teknis di bidang
kebijakan s€rta menltcroleh Surat
Tanda Tamat Pcndidikan dan Pelatihan
(SITPPI atau scrtifikat

Mcngikuti diklat fungsional/teknis di bidang kebliakan serta mempcroleh
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (SffiPP) atau scrtifikat:

I .'nanya lebih dari 960 jam STTPP t5 Scmua jenjang

2 lya antara 6al - 96O jaro STTPP 9 Semua jenjang

3 ananya antara 481 - 6aO jam STTPP 6 Scnua jenjang

4 amenya antara 161 - 48O jam SlTPP 3 Scmua jenjang

5 .anranya antera 81 - 16O jam STTPP 2 Scoua jenjang

6 antar:l 31 - 8O jam STTPP I Scmua jenjang

7 lomanya antara 10 - 3O j.m STTPP I Seoua jenjang

c Diklat Prajebetan Mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III STTPP 2 Semua jenjarg

Kajian dan Analisis
Kebijakan

A Risct dan Analisis Kebijakan I Menyediakan informasi terkeit Perumusan rnasalah kebijakan Mcmo Kebijakan 3

Scmua jenjang
Tclaaban Staf c

ningkasan Kebijakan ro

Policy Paper l5

2 Merumuskan isue-isuc kebijakan kg dalad ruttusan masalah
kcbijakan

Memo Kebijakan 3

Scmua jenjang
fglqnhan $tef 5

ninglosan Kebijakan ro

Folicy Paper l5

3 Melaksanakan Pcmanteuan dan erraluqgi implcmcntasi Kcbijakan Tclaahan staf 5

Seorua jcnjanglaporan hasil pemantauan
8

laporan ha.cil fualuasi 8



NO. UNSUR SUB UNSUR BI,TIR KEGIATAN SATUAN nAsll, (sEfIAP)
ANGKA
KREDIT PEI,AKSANA

?aii :,:i;ti!:: :riii i t ;i::;i;2jliirF 
ji, ri :: 

j;:1 :11;,ir,'i ffiili;:jr;i;1,i.;,,'lxiritiiil*ri].i i$#f;a#'t;1;l;#;i:i:,ta.E,i.!t$+,
li;i:i:li:6j'j#}*j fr Effi q,F,,ffi,ffi #ip.ffi :t+&

4 Pcnyr.sunan Nasleh Akademik Naskah Akademik RUU
40

Scmua jenjang

Naskah Akademik
Rancangan Pcraturan

Presiden

32

Naskah Akademik
Rancangan Peraturan

Menteri

24

Nesl<ah Akademik
Rancangan Peraturan

Dacrah

l6

B Rekomendasi Kebijakan 1 Menyediakan rekomendasi kebijalan Mcmo Kebijakan 3

Semua jenjang

Telaa}an Staf 5

Nasleh Akadcmik 8

Ringkasan Kebijakan lo

Fotcy Paper l5

2 ftf"Unfott Folors Group Diskusi kcpada pejabat publik dan pemangku

kepentingan terkait dengan isu, masalah dan atau kebijakan
Rancangan Rekomendasi
Kebijakan/ Policy pa.per t5 Semua jenjang

3 Melakukan uji publik rencangan rekomendasi kebijakan Rencangan Kebijakan t5 Seaua jcnjang

c Komunikasi,koordinasi advokasi,
konsultasi dan negosiasi kebijakan

I ticlakukan keg'asana dan konsultasi dengan pejabat publik dan
pemangfu kepcntingan

Surat pcnugasan I Semua jcnjang

2 Menyelenggarakan konsultasi , dialog dan disk$i dengan para
pemanSlcu kcpcntincan untuk E€opcroleh tanggapan tcrhedaP usulan
rencargan kebijakan

daftar konsrultasi dan hasil
konsultasi 5 Scoua jenjang

3 Uctakut<an konsuttasi, dialog dan distcrsi dengan para pemanglu
kepentingan untuk mcmpcroleh tanggapan terhadaP kebijakart

Surat pcnuga.san

I Scmua jenjang

+ Melekut<an advokasi kebijakan Laporan advokasi kebijatcan
3 Semua jenjang

5 Mclalnrkan discninasi kebijakan l.aporan Diecminasi
kebijakan 3 Sanua jenjang

6 Menya.arpa.ikan gegasan kcbijakan kcpada pcmangku kepcntingan Bahan pidato/
ccramah/ presentasi 5 Scnua jcnjang

D Publikasi hasil Kqiian kebijakan I Hasil kajien yang dipublikasilcan dal'n bentuk:

a Monograf Monograf Kebijakart l5 Scmua jenjang

b Bulsr refercnsi tingkat nasiond Bulnr Rcfcrrnsi Kcbijakan 20
Semua jenjang

c Bulnr rcferensi tingkat intcrnesional Bulor Rcfercnsi Kcbiiakan 25
Scoua jcnjang

d Artikcl ddam jurnal ilmialr tidak tcralseditasi Artikcl Kebijakan lo Scmua jcnjang

c Artikel dalan jurnal nasional tcraktcditasi Artikd Kcbijaten I5 Scnua jenjang



NO. UNSUR SUB UNSUR I BUIIR KEGIATAN SATUA}.T HASIL {SETIAB
ANGKA
KREDIT

PET,AKSANA

*;J-.'ii t!?:lt:'iz':l ll'ffl;F+,:;#;ir;;+F:ffi-#r#,i:}.p.. #tti.1ffiffiffiI'W'$ ffiIffiI:i*#Fiffi':lt#Srffil: iiffiffi+i#fiffipj+rEEtuiffi
fl wikel dalam jumal intemasional Artikel Kebiiakan 20 Scmua jenjang

2 Hasil kajian yang disajikan/ diprescntasikan pada tingkat:

Scmua jenjang"l {asional Makdah

bl'ntemasional Makalah to

3 Menulis ertikcl di mcdia massa Setiap artikel c Semua jenjang

III PengembanganProfesi A Perolehan Gelar/ Ijazah Kesarjanaart
Lainnya

Memperoleh Crelarllia22!1' lain yang tidak scsuai dcngan bidang tugasnya:

a Dohor (S3| Ijazah 30 Scmua jenjang

b Magistcr S2l Ijazah 20 Scmua jenjang

c Sarjana (Slf ljazah l5 Semua jenjang

B lcobuatan modul bahan ajar diklat
cebijakan

Mcmbuat modul bahan ajar diklat kebija-kan Modul diklat l0 Semua jenjang

c Pembuatan modcl kcbijakan sebagai
oahan diklat kebijakan

Membuat Model Kebijakan scbagai bahan Diklat kcbijakan Model Kcbijakan lo Scmua jcnjang

D PcEbuatan elat bantu diklat kcbijakan U.-buat alat bentu (pcrangkat keras/lunak) diklat kcbijakart Alat Bantu 10 Semua jcnjang

E Pcmbuatan audio vi:sud untuk diklat
kebijalcan

Membuat audio visual untuk diklat kcbijakan Alat Bantu gambar/suara
diklat

to Semua jenjang

F Pengembangan Buku Pcdooan tcntang
Kebijakan

Mengembangkan Buktr Pcdoman tcntang Kebijakart Buku Homan lo Scoua jenjang

G Penyusunan / pengcmbangan

iuklak/juknis di bidang analisis
kebijakan

t{crryu"uttTm.ttgembangkan jukfak/juknis di bidang analisis kcbljakan Juklak/juknis 10 Semua jenjang

H Pcrolehan gelar kchormatan akademis Mcmpcroleh gclar kchormatan akadeinisr Nat Bantu 10 Scmua jenjang

a Sctara Doktor (S3) Surat pcrnyetaan/ gelar
kehormatan

15 Scmua jenjang

b Setara Magistcr 52) Surat pernyataan/Belar
kehorsratan

lo Scmua jenjang

I Pcrolchan penghargaan, tanda jasa'
tanda kchormatan atau pcnghargaan
lainnya

tttempcrolch penghargaan, tanda jasa, tanda kehormaten atau pcnghargaan

leinnya. :

Alat Bantu l0

a. Penghergaar/tanda jasa Sat5ra Lancana lbrya Satya

U 3O (tiga puluh) tahun PiegaE Satya Lancana
Ka4a Satya

3 Semua Jenjang

2l 20 (dua puluh) tahun Pisgen Setya Lancanra
Ka4ra SatYa

2 Semua Jcnjang

]l 10 (scpuluhl tahun Piagan Satya l,ancana
lhrya Satya

I tbmua jenjang
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NO. UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL (SETIAE
ANGI(A
KREDIT

PEIIIKSANA

',;!!,j.
:i?atr.jli;i4l:if ii:*#'S.r' jrl{:i',iif iit#+Jr j. ti +i !,lil tJ i6 1r:{iitl'*

H,SiS:, ir P : :,1'+iil:ii":i : li' ii i {rji t;jii rtri.i j ;. iii i:1: :.11i

D KeentSotaetr dalon Tim Penilaian

iebatan funpional Andis kebijakan'
sebagai

Menjadi anSgota Tim Pcil.lar AngKa ltreut raeasr ru'6rvrrd

a. Ketua Sctiap DUPAK o.5 Semua Jcnjang

b. Sekretaris Sctiap DUPAK o.4 Scaua Jenjang

c. Sekretaris Setiap DUPAK o.3 Semua Jenjang

dengan aslinya
Hukum, Komunikai dan Informasi Publik

MENTERI PENDAYAGUN/qAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA'

ttd
AZWAR ABUBAKAR



JUMI-AH ANGKA KREDIT KUMULATIF
DAN KENAIKAN JAE}ATAN/PANGKAT ANALIS

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DANREFORMASIBIRoKRASIREPUBLIKINDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

DAN ANGKA KREDITT.TYA

PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN
KEBIJAKAN DENGAN PENDIDIKAN SAR.IANA (S1)

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

No UNSUR PERSENTASI PERTAMA MUDA MADYA UTAMA

Urla rrr/b IIr/ c rrr/d r\tr la rv/b IV/c rv/d IY /e

100 100 100 100 100 100 100 loo 100

1 UT

.. 1

b.

c.

\MA

Pendidikart
r I Donr{idilzqn fnrnal

2). Pendidikan dan Pelatihart

Kajian dan Analisis Kebljakart

Pengernbangan Profesi

> 8Oo/o 40 80 160 240 360 480 600 760

10 20 40 60 90 r20 150 190
2 PENUNJANG

Penunjang tugas Analis Kebijakart

IT If,/IT A TJ

< 2O o/o

100 150 200 300 400 550 700 850 1050

Sesuai dengan aslinYa
Biro Hulnrm, Komunikasi dart Informasi Pubfik

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESI.A'

ttd

AZWAR AE}UBAKAR



LAMPIMN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGI'NMN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG JABATAN FI'NGSIONAL ANALIS

KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITNYA

JUMIAH ANGKA KREDIT KUMUI.ATIF PAIING RENDAH UMT'K
PENGANGKATAN

DANKENAIKANJABATAN/PANGKATANALISKEBUAKANDENGANmNDIDIKANMAGISTER
(s2)

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

No UNSUR PERSENTASI
PERTAMA MUDA MADYA UTAMA

III/b lll/ c rrr/d lYla rv lb IY /c rv/d TY/e

1 UT

a. l

I

b.

q,MA

Pendidikart

1)- Pendidikan formal 150 150 150 150 150 150 150 150

2). Pendidikan dan Pelatihart

Kajian dan Analisis Kebijakart

Peneembanean orofesi

> 8Oo/o 40 120 200 320 440 560 720

< 20 o/o 10 30 50 80 110 140 r80
2 PENUNJANG

Penunjang tugas Analis Kebiiakart

150 200 300 400 550 700 850 1050
JUMLAH

ffi unikasi dan Informasi Rrblik
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK

INDONESIA, ttd

AZ\I/AR ABUBAKAR



)r

t'

I,AMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

DAN ANGKA KREDITI.IYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANqKATAN

DAN KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT ANALIS KEBIJAKAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

swandaru

No UNSUR PERSENTASI

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

MUDA MADYA UTAMA

III/c III/d lY /a IV/b IV/c IV/d lY/e

I UTAMA
I

a. 
lPendidikan
lf ). eendidikan formal 200 200 200 200 200 200 200

b.

2). Pendidikan dan Pelatihan

Kajian dan Analisis Kebijakan

Pengembangan profesic.

> 80% 80 160 280 400 s20 680

2 PENUNJANG

Penunjang tugas Analis Kebijakart
< 2Q o/o 20 40 70 100 130 170

JUMLAH 200 300 400 550 700 850 1050

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttdW
uai dengan aslin
Biro Hukum, IKFY-1-, ,.,--^,-Zmunikasi dan Informasi R.rblik

AZWAR ABUBAKAR



-AMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBUAKAN
DAN ANGKA KREDITNYA

ANGKA KREDIT KUMUI,ATIF

UNTUKPENYESUAIAN(I]vPAsslIvG/DAI,AMJABATANFUNGSIoNALANAIJSKEBIJAKAN

ENCXN TNBDIT DAN MASA KEPANGKATAN

-

No

T
GOLONGAN RUANG

2

STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT KURANG 1

TAHUN
1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN

4 TAHUN/
LEBIH

-

4 b 6 7 8

Sarjana (Sl) /DiPloma IV (D.IV) 100 113 L25 136 148
1 lll/a 175 186 197

2 rrr/b
Sarjana (S1) /DiPloma IV (D.IM 150 t64

Maoicfer lS?l 150 166 t77 188 L99

:-1^-^ T\r rn T\n 200 224 247 27r 294

3 lll/c
Darlalra tDr, /urprulrta tt 1"""

249 273 296
Magister (S2) 200 226
f)nbfnr lS3l 200 228 25r 275 298

It-/l 300
").2,

345 368 391

4

5

rrr/d
ual_'lana lDrt /ulPlullta tY tv.,tl

347 370 393
Magister (SQ 300 325
f)nlrfnr (S3l 300 327 349 372 395

Sarjana (Sl) /DiPloma IV (D.IV) 400 434 468 502 536

lY /a Magrs!gl__(t? 400 437 47L 505 539

DoktoJ {QQ 400 440 474 508 542

6 rv/b
Sariana (S1) /DiPlome-IYIP-J9. s50 584 618 652 686

Magister (S2J 5so 587 62r 655 689

I)nktor fS3l 550 590 624 658 692
rt'-\ 700 734 768 802 836

7 IV/c
i'arjana tDI' / ulPl9llg IY t ,

77r 805 839
Magister (S2) 700 737

Doktor (S3) 700 740 774 808 842

ai denean aslinya
ilo*fr ri?ilitil-Ko-rirunikasidanlnformasihrblik

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR
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'swandala




